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BAB 1
PENGANTAR AKUNTANSI SEKTOR
PUBLIK

Oleh Dwi Ekasari Harmadji

1.1 Pendahuluan

Akutansi Sektor Publik merupakan bidang yang
membahas prinsip, praktik, dan standar akuntansi yang
diterapkan dalam entitas sektor publik seperti pemerintah,
lembaga pemerintah, dan entitas nirlaba. Akuntansi sektor
publik memiliki perbedaan dengan akuntansi sektor swasta
karena tujuannya lebih terfokus pada penyediaan layanan
publik dan pemenuhan tanggung jawab kepada masyarakat,
bukan pada profitabilitas seperti pada perusahaan swasta.

Beberapa konsep yang penting dalam akuntansi sektor publik

meliputi sebagai berikut:

1. Transparansi dan Akuntabilitas: Sebagai sektor yang
melayani kepentingan publik, transparansi dalam pelaporan
keuangan sangat penting agar masyarakat dapat memahami
dan menilai penggunaan dana publik. Akuntabilitas juga
merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa entitas
sektor publik bertanggung jawab atas pengelolaan
keuangan yang tepat (Putri and Maghfiroh, 2022)
(Mardiasmo, 2018).

2. Standar Akuntansi: Ada standar akuntansi khusus yang
diterapkan dalam sektor publik, seperti standar yang
dikeluarkan oleh pemerintah atau badan regulasi akuntansi
seperti IFRS (International Financial Reporting Standards)
yang dikonversi menjadi standar yang sesuai dengan
konteks sektor publik.

3. Siklus Anggaran Publik: Proses anggaran publik, termasuk
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan
pertanggungjawaban keuangan, adalah bagian integral dari



akuntansi sektor publik (Yuesti, Dewi and Pramesti, 2020)
(Mardiasmo, 2018).

4. Pembiayaan Sektor Publik: Penyusunan dan pengelolaan
sumber daya keuangan sektor publik melalui pajak,
pinjaman, dan sumber daya lainnya merupakan bagian
penting dari akuntansi sektor publik (Kristiyani and
Hamidah, 2020) (Mardiasmo, 2018).

Memahami prinsip-prinsip dasar ini penting bagi mereka
yang terlibat dalam manajemen keuangan dan pelaporan
keuangan di sektor publik untuk memastikan transparansi,
akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan yang efektif.

1.2 Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua konsep
kunci dalam akuntansi sektor publik yang sangat penting untuk
memastikan pengelolaan keuangan yang baik dan menjaga
kepercayaan publik.

1. Transparansi: Ini mencakup ketersediaan informasi yang
jelas, tepat waktu, dan mudah diakses mengenai kegiatan,
keputusan, dan kondisi keuangan entitas sektor publik.
Dalam konteks akuntansi sektor publik, transparansi
melibatkan penyediaan laporan keuangan yang jelas dan
terperinci, serta pengungkapan informasi yang relevan
kepada pemangku kepentingan, seperti warga negara,
pembayar pajak, dan lembaga pemerintah lainnya (Hartoto
etal, 2023).

2. Akuntabilitas: Ini mengacu pada kewajiban entitas sektor
publik untuk bertanggung jawab atas tindakan, keputusan,
dan pengelolaan keuangan mereka. Akuntabilitas menuntut
bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan
keuangan publik harus bertanggung jawab atas tindakan
mereka dan harus dapat menjelaskan dan
mempertanggungjawabkan keputusan dan penggunaan
dana publik (Mardiasmo, 2006).



Dalam konteks akuntansi sektor publik, upaya untuk
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas bisa termasuk:

1. Penerapan Standar Akuntansi: Menggunakan standar
akuntansi yang relevan dan terkini untuk memastikan
bahwa laporan keuangan yang dihasilkan mencerminkan
kondisi keuangan yang sebenarnya (Hendrianto! and
Indrawan, 2022) (Mardiasmo, 2018).

2. Pengawasan dan Audit yang Ketat: Melakukan audit
secara teratur untuk memastikan bahwa praktik akuntansi
dilakukan dengan benar dan transparan (Sudrajat and
Lasminto, 2022).

3. Partisipasi Publik: Melibatkan masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan keuangan melalui pertemuan
publik, konsultasi, atau platform partisipatif lainnya.

4. Pelaporan yang Jelas dan Terbuka: Menyajikan informasi
keuangan dan operasional secara jelas dan terbuka kepada
publik melalui laporan tahunan, situs web, atau platform
lainnya (Wijayanti and Setyawan, 2023).

5. Pelatihan dan Pendidikan: Memberikan pelatihan kepada
staf yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan
publik agar mereka memahami pentingnya transparansi
dan akuntabilitas dalam praktik akuntansi sektor publik.

Upaya yang kuat untuk meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas dalam akuntansi sektor publik dapat membantu
membangun Kkepercayaan publik, meningkatkan efisiensi
pengelolaan keuangan, serta memastikan penggunaan dana
publik yang lebih bertanggung jawab.

1.3 Standar Akuntansi

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas
Publik (SAK ETAP) adalah standar akuntansi yang berlaku untuk
entitas tanpa akuntabilitas publik di Indonesia. Sementara itu,
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) digunakan untuk entitas
dengan akuntabilitas publik, seperti lembaga pemerintah,
termasuk kementerian, lembaga non-departemen, badan, dan
unit organisasi lain yang terkait dengan pemerintahan. SAK
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ETAP didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang
digunakan secara umum di Indonesia untuk entitas bisnis,
sedangkan SAP lebih menekankan pada kebutuhan dan
karakteristik akuntansi sektor publik, seperti transparansi
pengelolaan keuangan publik dan akuntabilitas dalam
penggunaan dana publik (Bakar, 2023).

Selain SAP, ada juga Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual (SAPBA) yang sedang dikembangkan untuk
meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas
informasi keuangan di sektor publik dengan menerapkan
prinsip akrual dalam pelaporan keuangan. SAPBA diharapkan
akan menggantikan SAP dalam jangka waktu tertentu.

Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
(SAPBA) adalah kerangka kerja akuntansi yang digunakan oleh
entitas pemerintahan untuk merekam, melaporkan, dan
mengelola transaksi keuangan mereka berdasarkan prinsip
akrual. SAPBA dirancang untuk meningkatkan transparansi,
akuntabilitas, dan keberlanjutan keuangan dalam sektor publik.
Dalam SAPBA, entitas pemerintahan diharapkan untuk mencatat
transaksi keuangan tidak hanya pada saat uang diterima atau
dibayarkan (basis kas), tetapi juga pada saat transaksi terjadi,
seperti pendapatan diperoleh atau kewajiban ditanggung (basis
akrual).

Konversi ke sistem SAPBA bisa menjadi proses yang
kompleks karena mengharuskan pemerintah untuk mengubah
praktik akuntansi mereka, memperbarui sistem informasi
keuangan, dan melatih staf agar terbiasa dengan pendekatan
baru yang berfokus pada akrual. Sistem ini bertujuan untuk
membantu pemerintah dalam mengelola keuangan mereka
dengan cara yang lebih transparan, efisien, dan sesuai dengan
standar internasional untuk memberikan gambaran yang lebih
akurat tentang posisi keuangan dan kinerja mereka.

1.4 Siklus Anggaran Publik

Siklus anggaran publik menggambarkan serangkaian
langkah atau tahapan yang terjadi dalam proses penyusunan,
pelaksanaan, dan evaluasi anggaran oleh pemerintah atau
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lembaga publik. Siklus ini biasanya terdiri dari beberapa
tahapan utama:
1. Perencanaan Anggaran:

Tahap awal di mana prioritas, tujuan, dan kebutuhan
pemerintah atau lembaga publik ditetapkan. Departemen
atau unit-unit di dalamnya mengajukan permintaan
anggaran berdasarkan kebutuhan mereka.Perencanaan
anggaran dalam sektor publik adalah proses penting yang
melibatkan penetapan dan alokasi sumber daya keuangan
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai
tujuan pemerintah. Langkah-langkah umum dalam
perencanaan anggaran sektor publik meliputi:

a. Identifikasi Kebutuhan: Pemerintah  menilai
kebutuhan masyarakat, termasuk infrastruktur, layanan
kesehatan, pendidikan, keamanan, dan program-
program lainnya (Salsabila, 2023).

b. Pengumpulan Data: Data ekonomi, proyeksi
pertumbuhan, serta informasi tentang kebutuhan dan
prioritas masyarakat dikumpulkan untuk mendukung
pengambilan keputusan (Rezeki, 2022).

c. Penetapan Tujuan dan Prioritas: Pemerintah
menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang,
serta menentukan prioritas dalam alokasi anggaran
untuk memenuhi tujuan tersebut (Putra, 2021).

d. Penyusunan Anggaran: Proses penyusunan anggaran
dilakukan dengan menentukan seberapa besar alokasi
dana yang akan dialokasikan ke setiap sektor atau
program (Septiani, Defitri and Sukraini, 2022).

e. Pengajuan dan Penelaahan Anggaran: Rencana
anggaran diajukan kepada badan legislatif atau otoritas
yang relevan untuk ditinjau, disetujui, atau dimodifikasi
(Costari and Belinda, 2021).

f. Implementasi dan Pelaksanaan: Setelah disetujui,
anggaran diterapkan dan dana dialokasikan sesuai
rencana untuk  menjalankan  program-program
pemerintah (Bakar, 2023).

g. Pemantauan dan Evaluasi: Pengawasan terus-
menerus dilakukan untuk memastikan bahwa anggaran
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dijalankan dengan efisien, efektif, dan sesuai dengan
tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan untuk
mengevaluasi dampak program dan kebijakan yang
didanai oleh anggaran tersebut.

Selama proses ini, keterbukaan, akuntabilitas, dan
partisipasi masyarakat sangat penting. Transparansi dalam
perencanaan dan pengelolaan anggaran dapat memastikan
bahwa dana publik digunakan dengan tepat dan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat.

Pemahaman yang baik tentang kebutuhan masyarakat,
pemantauan yang cermat, serta keterlibatan publik yang
efektif adalah kunci utama dalam perencanaan anggaran
yang sukses di sektor publik.

. Penyusunan Anggaran: Informasi dari perencanaan
digunakan untuk menyusun rancangan anggaran. Pada
tahap ini, alokasi dana untuk berbagai program dan
kegiatan ditentukan.Penyusunan anggaran sektor publik
yang efektif, efisien, dan ekonomis sangat penting untuk
mengelola sumber daya dengan baik demi memenuhi
kebutuhan masyarakat. Berikut beberapa langkah yang bisa
membantu dalam proses tersebut:
a. Perencanaan yang Komprehensif
Analisis Kebutuhan: Identifikasi kebutuhan
masyarakat dan alokasikan sumber daya sesuai
prioritas (Saskia, Amin and Junaidi, 2020).
Keterlibatan Stakeholder: Melibatkan berbagai pihak
untuk memahami beragam perspektif dan kebutuhan
yang harus dipenuhi (Saputri, 2023).
b. Transparansi dan Akuntabilitas
Komunikasi yang Jelas: Sampaikan informasi secara
terbuka kepada publik tentang alokasi anggaran dan
penggunaannya (Primastiwi, Wardani and Kitna, 2020).
Pengawasan dan Evaluasi: Adakan mekanisme
pengawasan untuk memastikan dana digunakan sesuai
dengan tujuan yang ditetapkan.



c. Efisiensi Pengeluaran

Pengurangan Pemborosan: Identifikasi area di mana

pengeluaran tidak efisien dan cari cara untuk

menguranginya.

Pengadaan yang Efisien: Manfaatkan teknologi dan

proses yang lebih efisien dalam pengadaan barang/jasa

(Putra, 2021).

Prioritaskan Keseimbangan Antara Penerimaan dan

Pengeluaran

Diversifikasi Penerimaan: Cari sumber pendapatan

yang beragam dan berkelanjutan untuk mengurangi

ketergantungan pada satu sumber pendapatan saja

(Kitna, et.al., 2020).

Pengendalian Pengeluaran: Tetapkan batas yang

realistis dan sesuai dengan kemampuan fiskal untuk

menghindari defisit yang berlebihan (Ega, 2022).

d. Penggunaan Teknologi dan Inovasi

Sistem Informasi Keuangan yang Tepat: Gunakan

sistem yang memungkinkan pencatatan yang akurat

dan transparan mengenai pengeluaran dan penerimaan.

Adopsi Inovasi: Manfaatkan teknologi baru atau

metode yang inovatif untuk mengoptimalkan efisiensi

pengeluaran (Ega, 2022).

e. Responsif Terhadap Perubahan

Fleksibilitas = Anggaran: Beradaptasi dengan

perubahan situasi ekonomi atau kebutuhan masyarakat

dengan melakukan penyesuaian anggaran jika
diperlukan.

Evaluasi Reguler: Lakukan evaluasi rutin untuk

memastikan bahwa anggaran tetap relevan dengan

tujuan jangka panjang (Paramitha, 2021).

Proses penyusunan anggaran yang baik memerlukan
komitmen untuk menjaga keseimbangan antara memenubhi
kebutuhan saat ini dan mengamankan keberlanjutan jangka
panjang. Keberhasilan dalam mengelola anggaran sektor
publik akan sangat memengaruhi kemampuan pemerintah
untuk memberikan layanan dan dukungan yang diperlukan
oleh masyarakat.



3. Pengesahan Anggaran: Rancangan anggaran diajukan
kepada badan legislatif atau otoritas yang bertanggung
jawab untuk disetujui. Diskusi, perubahan, dan persetujuan
terjadi di tingkat ini. Pengesahan anggaran sektor publik
adalah proses di mana pemerintah atau lembaga otoritas
yang relevan menyetujui rencana pengeluaran dan
penerimaan keuangan untuk suatu periode tertentu. Proses
ini biasanya melibatkan pembahasan, perencanaan, dan
penilaian terhadap pengeluaran yang diusulkan untuk
berbagai program dan proyek yang akan didanai oleh
pemerintah.Proses pengesahan anggaran ini sangat penting
karena mengatur sumber daya keuangan yang akan
dialokasikan untuk berbagai kegiatan, layanan, dan proyek.
Langkah-langkahnya dapat melibatkan banyak tahapan,
seperti:

a. Pembuatan Rencana Anggaran: Departemen atau
lembaga-lembaga yang relevan menyusun rencana
anggaran yang mencakup proyeksi pengeluaran dan
penerimaan yang diperkirakan terkait, termasuk
pejabat pemerintah, anggota parlemen, dan mungkin
melibatkan konsultasi dengan para ahli atau lembaga
keuangan.

b. Perubahan dan Negosiasi: Kemungkinan adanya
perubahan pada rencana anggaran sebagai hasil dari
diskusi, perundingan, dan negosiasi antara berbagai
pihak terlibat.

c. Pengesahan: Setelah disetujui oleh otoritas yang
berwenang, anggaran tersebut diresmikan dan
diumumkan sebagai rencana keuangan resmi yang akan
digunakan.

d. Pelaksanaan dan Monitoring: Setelah pengesahan,
anggaran tersebut dilaksanakan, dan proses monitoring
dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan
dan efektivitas penggunaan dana.

Pengesahan anggaran sering kali menjadi isu politik
yang signifikan karena melibatkan alokasi sumber daya
yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang
beragam di dalam masyarakat. Prosesnya juga



mencerminkan prioritas dan kebijakan pemerintah
dalam mengalokasikan dana untuk sektor-sektor kunci
seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur,
pertahanan, dan lainnya.

4. Pelaksanaan Anggaran: Setelah disetujui, anggaran mulai
diterapkan. Dana dialokasikan untuk berbagai program dan
proyek sesuai dengan rencana yang telah disepakati.
Pelaksanaan anggaran dalam sektor publik merujuk pada
proses perencanaan, pengelolaan, dan penggunaan dana
oleh pemerintah atau entitas sektor publik lainnya untuk
membiayai kegiatan dan program-program yang telah
direncanakan. Ini melibatkan serangkaian langkah yang
penting:

a.

Perencanaan Anggaran
Penyusunan Rencana Anggaran: Menetapkan
tujuan dan alokasi dana untuk berbagai program dan

kegiatan.
Penyusunan Anggaran
1) Pengajuan Usulan Anggaran: Berbagai

departemen atau unit mengajukan proposal
anggaran mereka.

2) Evaluasi dan Penetapan Anggaran: Pemeriksaan
usulan untuk menetapkan anggaran akhir.

Pengelolaan Anggaran

1) Pendanaan Kegiatan: Pencairan dana untuk
melaksanakan program dan proyek sesuai alokasi
anggaran.

2) Pemantauan Pengeluaran: Memastikan dana
digunakan sesuai dengan rencana.

Pelaporan dan Evaluasi

1) Pelaporan Keuangan: Menyajikan laporan
keuangan yang mencerminkan penggunaan dana
secara transparan.

2) Evaluasi Kinerja: Mengevaluasi efisiensi dan
efektivitas penggunaan dana terhadap tujuan yang
ditetapkan. Dalam siklus anggaran akuntansi sektor
publik, pelaporan dan evaluasi memiliki peran
penting untuk memastikan transparansi,

9
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akuntabilitas, dan pengelolaan yang efektif dari
dana publik.

Pelaporan

a.

Pelaporan Anggaran: Tahap ini melibatkan
penyusunan laporan anggaran yang mencatat rencana
pengeluaran dan penerimaan untuk suatu periode
tertentu.

Pelaporan Realisasi Anggaran: Setelah periode
tertentu berakhir, laporan realisasi anggaran disusun
untuk membandingkan antara rencana dan realisasi
pengeluaran serta penerimaan. Laporan ini mencakup
informasi tentang belanja aktual, pendapatan aktual,
dan perbedaan antara anggaran dan realisasi.

Evaluasi

a.

Evaluasi Kinerja: Proses evaluasi ini bertujuan untuk
menilai sejauh mana pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan dalam anggaran. Evaluasi kinerja dapat
melibatkan analisis efisiensi, efektivitas, dan dampak
dari penggunaan dana publik.

Pemantauan dan Analisis: Melalui pemantauan yang
teratur terhadap realisasi anggaran dan pencapaian
tujuan, dilakukan analisis untuk mengevaluasi apakah
ada perubahan strategi yang perlu dilakukan atau
penyesuaian pada anggaran di masa mendatang.

Proses pelaporan dan evaluasi ini membantu

pemerintah dan entitas sektor publik untuk:

a.

b.

Memperoleh wawasan tentang bagaimana dana publik
digunakan.

Mengidentifikasi penyimpangan antara rencana dan
realisasi anggaran.

Menilai kinerja program atau proyek yang didanai oleh
dana publik.

Mengambil keputusan yang lebih baik untuk
perencanaan anggaran di masa mendatang.



Kedua proses ini adalah bagian penting dari siklus
anggaran dan membantu memastikan transparansi dan
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor
publik.

5. Audit

Audit Keuangan:

Pemeriksaan independen terhadap penggunaan dana
untuk memastikan kepatuhan dan akuntabilitas. Audit
keuangan sektor publik adalah proses pemeriksaan
independen yang dilakukan terhadap laporan keuangan
entitas sektor publik, seperti pemerintah, lembaga-
lembaga publik, atau badan usaha milik negara. Tujuan
utamanya adalah wuntuk mengevaluasi keandalan,
akurasi, dan kewajaran informasi keuangan yang
disajikan dalam laporan tersebut. Audit keuangan sektor
publik biasanya dilakukan oleh lembaga atau profesional
yang independen dan memiliki keahlian dalam bidang
akuntansi dan audit. Auditor akan meninjau transaksi
keuangan, prosedur akuntansi, dan kepatuhan terhadap
peraturan dan kebijakan yang berlaku. Hasil dari audit
keuangan sektor publik dapat memberikan informasi
penting kepada pemangku kepentingan, seperti publik,
pemerintah, investor, dan lainnya, mengenai
transparansi, integritas, dan efisiensi pengelolaan
keuangan entitas yang diperiksa. Selain itu, audit
keuangan juga dapat membantu dalam menemukan
potensi penyalahgunaan keuangan, ketidaktepatan
pengelolaan dana publik, serta memberikan rekomendasi
perbaikan untuk memperbaiki tata kelola keuangan yang
lebih baik di masa mendatang.

6. Prinsip Utama dalam Pelaksanaan Anggaran Sektor
Publik:

a. Keterbukaan dan Akuntabilitas: Transparansi dalam

penggunaan dana publik untuk  memastikan
akuntabilitas kepada masyarakat.
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b. Efisiensi dan Efektivitas: Penggunaan dana dengan
cara yang paling efisien untuk mencapai tujuan yang
diinginkan.

c. Pengawasan yang Ketat: Memastikan pengeluaran
sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah
ditetapkan.

Tantangan yang Mungkin Dihadapi:

a. Perubahan Prioritas: Perubahan kebutuhan dan
prioritas yang mempengaruhi alokasi dana.

b. Pengendalian Pengeluaran: Memastikan pengeluaran
sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

c. Pengelolaan Risiko: Mengelola risiko terkait dengan
perubahan ekonomi atau kebijakan.

Pelaksanaan anggaran sektor publik memainkan peran
kunci dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu
negara, sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan
cermat dan transparan.

Pengawasan dan Pengendalian: Proses ini melibatkan
pemantauan pelaksanaan anggaran untuk memastikan dana
digunakan sesuai dengan rencana. Jika terjadi perubahan
situasi atau kebutuhan mendesak, penyesuaian anggaran
bisa dilakukan.

Dalam konteks akuntansi sektor publik, pengawasan
(supervision) dan pengendalian (control) sangat penting
untuk  memastikan  keandalan, transparansi, dan
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Ini
melibatkan beberapa praktik dan mekanisme untuk
memastikan bahwa dana publik digunakan dengan efisien
dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah
beberapa hal yang terkait dengan pengawasan dan
pengendalian dalam akuntansi sektor publik:

Pengawasan (Supervision):
a. Pemeriksaan Internal: Proses yang dilakukan oleh
unit internal untuk menilai dan memastikan keefektifan



kontrol internal, kepatuhan terhadap kebijakan dan
prosedur, serta identifikasi risiko.

b. Audit Eksternal: Dilakukan oleh pihak independen
untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap regulasi,
keakuratan laporan keuangan, dan ketaatan terhadap
standar akuntansi yang berlaku.

c. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan:
Memastikan bahwa setiap transaksi dan kegiatan sesuai
dengan hukum dan peraturan yang berlaku dalam
lingkup sektor publik.

d. Transparansi dan Pelaporan: Menjamin bahwa
informasi keuangan dan operasional tersedia secara
terbuka untuk publik agar dapat
dipertanggungjawabkan.

Pengendalian (Control):

a. Kontrol Internal: Prosedur dan kebijakan yang dibuat
untuk memastikan efektivitas operasional, keandalan
laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan
peraturan.

b. Pengelolaan Risiko: Identifikasi, evaluasi, dan
pengelolaan risiko yang mungkin terjadi dalam
pengelolaan keuangan sektor publik.

c. Pemisahan Tugas: Mencegah terjadinya konflik
kepentingan dengan memisahkan tugas-tugas penting
dalam proses keuangan, seperti pembuatan, otorisasi,
dan pemeriksaan transaksi.

d. Teknologi Informasi: Menggunakan sistem dan
teknologi informasi yang memadai untuk memfasilitasi
pencatatan, pelaporan, dan pengawasan transaksi
keuangan.

Pengawasan dan pengendalian dalam akuntansi sektor
publik bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas,
mencegah penyalahgunaan keuangan, dan memastikan
penggunaan dana publik secara efisien dan efektif.
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8. Pelaporan dan Evaluasi: Pemerintah atau lembaga publik
melaporkan penggunaan anggaran kepada pihak yang
berwenang dan masyarakat. Evaluasi dilakukan untuk
menilai kinerja, efektivitas, dan efisiensi penggunaan
anggaran serta pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Siklus ini bersifat iteratif, yang berarti bahwa setelah
tahap evaluasi, langkah-langkah perencanaan selanjutnya dapat
disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya. Ini
memungkinkan pemerintah atau lembaga publik untuk
memperbaiki kebijakan dan penggunaan anggaran di masa
mendatang.

1.5 Pembiayaan Sektor Publik

Pembiayaan sektor publik merujuk pada sumber dana
yang digunakan oleh pemerintah atau lembaga publik untuk
mendanai kegiatan, proyek, atau layanan yang mereka sediakan
kepada masyarakat. Sumber pembiayaan ini bisa berasal dari
beberapa sumber, termasuk pendapatan pajak, pinjaman dari
lembaga keuangan, penerbitan obligasi, dan pendapatan dari
aset atau investasi yang dimiliki oleh pemerintah. Tujuan utama
dari pembiayaan sektor publik adalah untuk membiayai
pengeluaran yang diperlukan untuk infrastruktur, layanan
publik seperti pendidikan dan kesehatan, serta berbagai
program pemerintah lainnya yang memberikan manfaat kepada
masyarakat. Pengeluaran ini sering kali melebihi pendapatan
langsung yang diperoleh oleh pemerintah, sehingga diperlukan
sumber pendanaan tambahan (Mardiasmo, 2021).

Namun, penting untuk diperhatikan bahwa manajemen
pembiayaan sektor publik harus dilakukan secara hati-hati.
Defisit anggaran yang berlebihan atau bergantung terlalu
banyak pada pinjaman bisa memiliki dampak jangka panjang
yang buruk terhadap ekonomi suatu negara, seperti
meningkatnya beban utang, pembayaran bunga yang tinggi, dan
kemungkinan ketidakstabilan ekonomi.Kebijakan pembiayaan
sektor publik harus seimbang, mempertimbangkan kebutuhan
mendesak dalam membangun infrastruktur dan memberikan
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layanan penting kepada masyarakat, sambil juga memastikan
keberlanjutan keuangan jangka panjang bagi pemerintah dan
ekonomi secara keseluruhan (Mahmudi, 2016).
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BAB 2
KONSEP, KARAKTERISTIK DAN
RUANG LINGKUP

Oleh Safrizal

2.1 Pendahuluan

Akuntansi sebagai suatu proses yang dimulai dari
transaksi atas suatu aktivitas yang dijalankan dalam rangka
menghasilkan sebuah informasi, berguna bagi pemangku
kepentingan dalam rangka pengambilan kebijakan. Akuntansi
tidak hanya berlaku untuk organisasi privat namun telah
diterapkan pada sektor publik, akuntansi sektor publik sebagai
sebuah aktivitas jasa mulai dari pencatatan, klasifikasi, hingga
melaporkan segala bentuk kejadian ekonomi yang dikelola
untuk menghasilkan informasi bagi stakeholder dalam
pembuatan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan
keuangan dana publik dilingkungan pemerintahan maupun
organisasi publik nonprofit lainnya.

2.2 Peran Penting Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi sektor publik saat ini memiliki peranan
penting dalam tata kelola pemerintahan. Terselenggaranya
pemerintahan tidak terlepas dari penerapan akuntansi.
Beberapa peran penting akuntansi sektor publik sebagai
berikut:
1. Meningkatkan transparansi publik
Transparansi sebagai wujud keterbukaan informasi kepada
publik dengan memberikan kemudan akses bagi seluruh
pengguna yang memiliki kepentingan. Terselenggaranya
sistem akuntansi yang baik oleh pemerintah akan membantu
masyarakat dalam memahami informasi yang disediakan
dengan mudah. Hal ini akan berdampak pada penignkatan
kepercayaan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintan.

21



2.

Pengukuran kinerja pemerintah

Kinerja sebagai cerminan dari hasil kerja yang telah
dihasilkan selama periode tertentu. Hadirnya akuntansi
sektor publik memberikan peran bagi pemerintah dalam
mengukur Kkinerja disetiap lini pemerintah, baik kinerja
keuangan maupun nonkeuangan. Sehingga pemerintah akan
mampu melihat bagian yang perlu dilakukan perbaikan dan
menjadi pusat perhatian. Dengan demikian akuntansi sektor
publik akan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas
kinerja.

. Penyedian akurasi informasi keuangan

Laporan keuangan sebagai informasi yang dihasilkan atas
pelaksanaan kegiatan ekonomi selama periode tertentu.
Informasi yang dihasilkan secara tepat waktu dan akurat
akan mampu menciptakan ketepatan dalam pengambilan
keputusan yang tidak bias, sehingga akan mampu
meminimalkan resiko keuangan.

2.3 Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Karakteristik sebagai ciri khas dan sebagai pembeda

antaranya akuntansi sektor privat dan sektor publik. Menurut
(Indra, 2010) karakteristik akuntansi sektor publik sebagai

berikut :
Tabel 2.1. Karakteristik Akuntansi Sektor Publik
Tujuan Mensejahterakan rakyat bertahap yang
berkeadilan
Aktivitas Memberikan pelayanan publik dalam
segala pendididkan, kemanan,

kesehatan, hukum, transfortasi, dan
bidang lainnya

Sumber Pembiayaan | Berasal dari rakyat yang dilakukan

melalui pemungutan pajak dan
retribusi, serta sumber lainnya yang
dikelola oleh negara/daerah

Pola Pertanggungjawaban dilakukan
Pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui lembaga
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perwakilan rakyat atau lembaga sosial
masyarakat yang berwenang.

Kultur Cenderung bersifiat birokrat,
Organisasi bertingkat dan formal

Penyusunan Dilakukan bersama masyarakat
Anggaran melalui forum musyawarah dalam

perencanaan anggaran dan didiskusi
bersama masyarakat, selanjutnya
dilakukan pengesahan hingga
pelaksaan anggaran oleh lembaga yang
berwenang (DPR/DPRD/DPD).

Stekeholder Masyarakat Indonesia : pegawai
publik, investor, krditor, lembaga
internasional, pemerintah luar negeri
dan lainnya.

Sumber : (Indra, 2017)

Karakteristik dari akuntansi sektor publik dipengaruhi
oleh lingkungan yang kompeks sesuai dengan budaya masing-
masing wilayah. Namun perlu diingat bahwa akuntansi sektor
publik memiliki perbedaan dengan akuntansi swasta dengan

beberapa aspek berikut :
Tabel 2.2. Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dan Privat
Keterangan | Publik Privat
Goal Nonprofit Profit oriented
Funding Pajak, Penjualan aset, | Modal sendiri,

Laba BUMN/BUMD Utang bank obligasi

Accountability | Pertanggungjawaban | Stakeholder
kepada publik dan | Pemegang saham,

DPR/DPRD Kreditor
Structure Kaku, Hierarki, | Fleksibel, Pyramid,
Birokratis Lintas fungsional
Bugeting Terbuka tertutup
System Cash basic Accrual basic

Sumber : (Mardiasmo, 2017)
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Perlu diingat bahwa untuk sistem akuntansi sektor
publik khususnya sudah sejatinya menggunakan accrual basic
system sepenuhnnya sesuai dengan (PP 71 tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010), akan tetapi dalam
pencatatan keuangan terkait pencatan pada jurnal anggaran dan
berdampak pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta
Laporan Saldo Anggaran Lebih, maka tetap menggunakan cash
basic.

2.4 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Disadari bahwa luasnya pembukuan akuntansi publik
dapat dianggap sebagai akibat dari berbagai kemajuan
pemikiran yang ada. Secara eksplisit di Indonesia, cakupan
asosiasi wilayah publik mencakup lembaga-lembaga tinggi
negara dan divisi-divisi di bawahnya, badan legislatif teritorial,
lembaga-lembaga, kelompok ideologi, perguruan tinggi, dan
asosiasi publik nirlaba. Tentu saja, siklus perincian dan
pertanggungjawaban kepada masyarakat umum diatur dalam
struktur prinsip pembukuan area publik.

Gambar 2.1. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Pemerintah Pusat

Akuntansi pemerintah pusat mencakup prinsip-prinsip,
dasar, konvensi, aturan, dan praktik yang digunakan dalam
penyusunan dan penyampaian laporan keuangan pemerintah
pusat. Laporan keuangan tersebut sebagai  wujud
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pemerintah pusat
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terkait pendapatan dan belanja negara. Bagi entitas pemerintah
pusat yakni entitas akuntansi dan pelaporan wajib menyusun
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan
Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), dan Laporan
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dalam rangka
meningkatkan perbandingan laporan keuangan baik antar
periode maupun antar entitas, mulai dari laporan realisasi
anggaran, operasional, neraca, laporan saldo anggaran lebih,
laporan perubahan ekuitas, arus kas, hingga catatan atas
laporan keuangan.

Akuntansi Pemerintah Daerah

Akuntansi pemerintah daerah tidak jauh berbeda dengan
akuntansi pemerintah pusat dalam praktek akuntansi yang
dijalankankan. Disamping itu jenis laporan keuangan yang
dihasilkanpun juga sama, hanya saja pada akuntansi pemerintah
daerah berfokus pada pelaksanaan anggaran dan belanja yang
menjadi kewenangan oleh pemerintah daerah, baik tingkat
provinsi maupun kabupaten/kota.

Akuntansi Partai Politik

Partai politik sebagai sebuah organisasi yang didirikan
dalam rangka penguasaan kewenangan dalam aktivitas politik,
terdiri dari ketua dan para anggota berserta jajaran parpol.
Akuntansi dalam partai politik tidak terlepas dari pengelolaan
dan pertanggungjawaban keungan. Sumber dana partai politik
berasal dari iuran anggota, sumbangan baik perusahaan
maupun dindividu, subsidi dana dan fasilitas publik, serta
sumber lainnya yang digunakaikan dalam kegiatan politik.
Sebagai paratai politik, maka setiap oraganisi politik wajib
membuat laporan keuangan baik laporan tahunan maupun
laporan pelaksanan pemilu setiap tahunnya. Jenis laporan
keuangan partai politik yang dihasilkan yakni laporan posisi
keuangan, laporan aktivitas, serta laporan laporan arus kas.

Akuntansi LSM (Lembaga swadaya masyarakat)
Lembaga swadaya masyarakat, juga dikenal sebagai LSM,
adalah organisasi yang didirikan oleh individu atau sekelompok
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orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada
masyarakat umum tanpa bermaksud mendapatkan keuntungan
finansial dari operasinya. Organisasi non-pemerintan ini tidak
termasuk dalam pemerintah, birokrasi, atau negara. Sumber
utama pendanaan partai politik tidak lepas dari sumbangan
yang berasal dari iuran anggoran dan penngurus, dan sumber
lainnya dalam parpol tersebut.

Akuntansi Yayasan

Yayasan sebagai organisasi nirlaba yang berbadan
hukum dengan kekayaan yang terpisah dan dialokasikan untuk
mencapai tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan
memiliki aktivitas utama adalah kegiatan sosial kemanusian
dengan sumber pendanaan berasal dari kekayaan pendiri yang
dipisahkan, sumbangan masyarakat, wakaf, hibah baik barang
maupun uang, serta wasiat dan tentunya tidak melanggaran
anggaran dasar didirikannya yayasan tersebut. Terkait
pengelolaan keuangan yayasan didasarkan pada (Undang-
undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, 2004). Laporan
keuangan yayasan meliputi laporan posisi keuangan, laporan
aktivitas, laporan perubahan aset neto, serta laporan arus kas
(PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba, 2014).

Akuntansi Pendidikan

Akuntansi pendidikan merupakan salah satu ilmu
pendidikan akuntansi yang umum dalam tingkat pendidikan,
mulai dari pendidikan dasar, menengah dan atas hingga
terperinci pada tingkat perguruan tinggi. Salah satu peran dan
fungsi akuntansi dalam dunia pendidikan adalah menyediakan
data kuantitatif berupa laporan keuangan. Sehingga akan
mampu membantu dalam perancangan kebijakan yang tepat
dan sesuai di bidang pendidikan.

Pelaksanaan  pengelolaan = keuangan  pendidikan
setidaknya mengikuti tiga tahapan dalam akuntansi. Pertama
tahap pencatatan yakni identifikasi dan pengukuran bukti atas
transaksi ekonomi yang terjadi dalam kegiatan pendidikan,
kemudian dilakukan pencatatan dalam jurnal serta
dikelompokan dalam buku besar.
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Selanjutnya tahap pengikhtisaran dimana akuntansi
pendidikan ini terkait penyusunan neraca saldo yang
didasarkan pada posting buku besar, penyusunan jurnal
penyesuain, kertas kerja, jurnal penutup dan diakhiri dengan
jurnal pembalik.

Tahap terakhir ialah pelaporan, dimana dilakukannya
penyusunan laporan keuangan dalam dunia pendidikan terdiri
atas laporan neraca, laporan surplus/defisit, serta laporan arus
kas dalam satu periode akuntansi.

Akuntansi Kesehatan

Akuntansi kesehatan sebagai cabang ilmu akuntansi yang
membahas ruang lingkup penyediaan unit pelayanan kesehatan
masyarakat. Dalam bahsan ini akuntansi kesehatan terdiri atas
akuntansi rumah sakit dan akuntansi puskesmas.
Akuntansi Rumah Sakit

Rumah sakit sebagai unit pelaksanaan pekerjaan yang
memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum.
Dalam akuntansi sektor pubik rumah sakit ini merupakan unit
yang didirikan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah
dalam penyelenggaraan kesehatan masyarakatat. Saat ini
sebagain besar rumah sakit yang dikelola pemerintah adalah
bestatus BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), dima adanya
kewenangan bagi setiap rumah sakit dalam mengelola urusan
organisasi atas pelimpahan wewenang yang diberkan oleh
pemerintah secara mandiri (Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah,
2018) Dalam penyelenggaraan keuangan, rumah sakit wajib
membuat laporan keuangan sebagaimana entitas akuntansi
pada sektor publik. Salah satu kewajiban tersebut ialah
menyelenggarakan pelaporan keuangan mulai dari neraca,
laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan
perubahan ekuitas, hingga catatan atas laporan keuangan
sebagaimana posisi dibawah naungan dinas kesehatan.
Disamping itu sebagai rumah sakit berstatus BLUD, juga
menyajikan laporan berupa laporan hasil usaha yang
merupakan Kkegiatan atas penyelenggeraan aktivitas rumah
sakit, walaupun mencari laba bukan merupakan tujuan utama,
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namun rumah diperbolehkan memperoleh keuntungan sesuai
peraturan yang berlaku. Selain itu rumah sakit juga
menyediakan laporan posisi keuangan yang berisikan harta,
kewajiban dan modal. Laporan keuangan yang selanjutnya
disajikan rumah sakit yakni laporan arus kas, yang berisikan
aktivitas operasional, investasi dan pendanaan selama periode
akuntansi. Proses akuntansi yang ada pada rumah sakit sama
halnya dengan entitas lainnya, dimulai dari pencatatan akibat
adanya transaksi hingga penyajian informasi keuangan. Dan
laporan keuangan tersebut akan diperiksa oleh auditor
independen tang ditunjuk oleh entitas utuk dilakukannya
pemeriksaan.
Akuntansi Puskesmas

Pusat Layanan Kesehatan Masyarakat atau yang dikenal
Puskesmas merupakan fasilitas layakan kesehatan yang ada di
Indonesia dan tersebar diberbagai wilayah yang ditujukan
untuk memberikan pelayanan kesahatan kepada masyarakat
dan peralayanan individu pada tingkat pertama yang sifatnya
promotuif dan preventif (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 75
tentang Batas Daerah Kabupaten Tahun 2014, no date). Dalam
aktivitas akuntansi yang dijalankan akuntansi puskesmas tidak
jauh berbeda dengan akuntansi rumah sakit, hanya saja ruang
lingkup serta pendanaan yang berbeda dari yang lain,
diantaranya rung cakupan yang lebih kwecil.

Akuntansi Tempat Peribadatan

Organisasi  peribadatan dapat dicirikan sebagai
perkumpulan yang menekankan pada perkembangan yang
berkaitan dengan agama tertentu, yang juga menangani masalah
ibadah atau pemenuhan komitmen terhadap agama atau
keyakinan tertentu. Sehingga peribadatan mengacu pada
perkumpulan pada tempat tertentu, misalnya masjid, gereja, kuil
dan klenteng, wihara dan tempat suci lainnya. Secara
keseluruhan, perkumpulan peribadatan dikendalikan oleh
yayasan atau perkumpulan yang muncul karena pelaksanaan
visi dan misi agama tertentu (Indra, 2007).

Secara umum, akuntansi dalam pengelolaan keuangan
yang dimaknasi sebagai tindakan yang diorganisasikan dalam
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organisasi untuk mencapai tujuannya. Pada ruang lingkup
organisasi peribadatan, manajemen keuangan sebagai pekerjaan
yang dijalankan oleh masyarakat dan pengelola atas dana yang
diterima baik donasi atau sumbangan maupun hibah serta
lainnya yang diperoleh dengan cara yang benar sesuai ajaran
yang dianut. Penyajian laporan keuangan organisasi
peribadatan terdiri atas laporan penghasilan komprehensive,
perubahan aset neto, dan arus kas, neraca, calk. Namun
umumnya hanya laporan penerimaan dan pengeluaran saja
yang sebagian besar terlihat ditempat peribdatan.
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BAB 3
URGENSI AKUNTANSI SEKOR
PUBLIK

Oleh Wulandari Pryangan

3.1 Pendahuluan

Akuntansi sektor publik yang diimplementasikan pada
sektor pemerintahan, menggunakan data yang diperoleh dari
akuntan guna memberikan informasi kepada otoritas eksekutif,
legislatif, maupun publik yaitu masyarakat umum, terkait situasi
ekonomi dan pengelolaan keuangan di sektor publik. Dengan
kata lain, bahwa sistem akuntansi menjadi sarana pelaporan
publik atas kegiatan yang telah dilakukan selama periode tahun
tertentu (Silalahi, dkk. 2023).

Hadirnya akuntansi sektor publik sebagai upaya
pemerintah dalam mewujudkan tata keloka pemerintahan yang
baik melalui administrasi publik yang akuntabel. Dalam konteks
sektor  publik, akuntabilitas publik sebagai  bentuk
pertanggungjawaban pemerintah kepada pemangku
kepentingan atas APBN/APBD yang dikelola untuk periode
tahun berjalan (Ajiani, dkk. 2022).

Salah satu tonggak sejarah perkembangan akuntansi
sektor publik adalah peralihan standar akuntansi yang semula
menggunakan akuntansi berbasis kas menuju standar yang
berlaku saat ini yaitu akuntansi berbasis akrual. Transisi ini
merupakan tonggak sejarah dalam era peningkatan transparansi
dan akuntabilitas yang mendukung tercapainya kebijakan
publik yang baik serta dalam rangka mendukung terlaksananya
asas pengelolaan keuangan negara (Andhayani, 2017).

Akuntansi di sektor publik berkaitan dengan aspek-aspek
seperti penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan
akuntabilitas. Akuntansi sektor publik adalah alat informasi bagi
pemerintah dan manajer, dan untuk masyarakat. Bagi
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pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses
manajemen bisnis mulai dari perencanaan strategis,
pengembangan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan
pelaporan kinerja (Sari, 2016).

Instansi pemerintah adalah lembaga yang terdaftar pada suatu
instansi pemerintahan dengan tugas menjalankan fungsi atau
pelayanan administrasi pemerintahan baik pusat maupun
daerah dengan pendanaan APBN/APBD. Suatu bentuk hubungan
yang terbuka terhadap masyarakat, instansi pemerintah harus
berfungsi dengan baik, akuntabel, memiliki integritas, serta
tidak melakukan perbuatan yang merugikan bangsa dan
masyarakat (Costari, dkk. 2021).

Transparansi saat ini lebih banyak ditujukan pada
instansi pemerintah. Hal ini disebabakan karena kegiatan
pemerintahan menggunakan sistem keuangan publik, dimana
dana alur pendanaan berasal dari pemerintah pusat lalu
diserahkan ke pemerintah daerah sebagaimana ketentuan
otonomi daerah. Pendisitribusian dana ini diasarkan pada
potensi, kondisi, serta kebutuhan masing-masing daerah
(Costari, dkk. 2021).

Tugas utama akuntan publik adalah menyiapkan laporan.
Akuntabilitas keuangan merupakan salah satu jenis
akuntabilitas publik. Akuntansi dan pelaporan keuangan
didefinisikan sebagai proses pengumpulan, penyusunan, dan
pembahasan informasi untuk membantu mengambil keputusan
dan mengevaluasi kinerja (Silalahi, dkk. 2023).

Kepatuhan dan pengendalian dalam pelaporan keuangan
sektor publik disusun berdasarkan tujuan dan fungsinya. Tujuan
pelaporan keuangan adalah untuk meyakinkan konsumen dan
pihak berwenang bahwa pengelolaan sumber daya dilakukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
(Silalahi, dkk. 2023).

Laporan keuangan menjadi bagian yang wajib disusun
dan dilaporkan kepada publik sebagai bentuk khususnya bagi
intstansi yang kegiatannya berdasarkan APBN/APBD. Laporan
keuangan sebagai alat pengendalian untuk memantau kinerja
dan manajemen yang tepat, memastikan perkembangan dari
waktu ke waktu dan pencapaian tujuan yang telah ditentukan,
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serta membandingkan kinerja organisasi serupa jika diperlukan.
Pihak ketiga juga dapat menafsirkan efektivitas dan efisiensi
penggunaan sumber daya organisasi berdasarkan informasi
perencanaan dan persetujuan sebagai hasil dari proses
pelaporan keuangan. Oleh karena itu, laporan keuangan
berfungsi pula sebagai dasar untuk melakukan perencanaan di
masa depan sebagaimana tujuan dari laporan keuangan itu
sendiri yaitu untuk memberikan informasi tambahan terkait
pengalokasian dana serta keberlangsungan hidup organisasi
(Silalahi, dkk. 2023).

3.2 Urgensi Akuntansi Sektor Publik

Dalam konteks akuntansi sektor publik, pemerintah
sebagai lembaga kepentingan publik harus menjamin
transparansi dan akuntabilitas publik dalam operasionalnya.
Akuntabilitas pemerintah sebagai wujud tanggung jawab atas
misi pencapaian tujuan serta sasaran yang disepakati melalui
langkah-langkah akuntabilitas yang terencana (Rohim, dkk.
2022).

3.3.1 Kebijakan Akuntansi

Keuangan negara mengalami reformasi yang juga
berdampak pada bidang akuntansi dan pelaporan keuangan
pemerintah. Reformasi tersebut ditandai dengan kewajiban
penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan negara
berupa laporan keuangan pemerintah yang biasanya terdiri atas
laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, serta
catatan atas laporan keuangan dilampiri dengan laporan
keuangan perusahaan negara dan badan lainnya (Satya, 2020).

Kebijakan akuntansi pada dasarnya dibuat dengan tujuan
untuk mempedomani entitas akuntansi dan entitas pelaporan
dalam penyusunanlaporan keuangan. Selain itu, kebijakan
akuntansi juga memuat pedoman penerapan sistem dan
prosedur akuntansi pemerintahan. Oleh sebab itu, perlunya
perhatian khusus yang harus diberikan pada saat menyiapkan
instrumen  kebijakan akuntansi yang mana bagian
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pembahasannya memuat penjelasan terkait dampak atau
metode yang akan dipilih (Ratna, dkk. 2023).

Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah suatu
acuan yang wajib dalam menyajikan laporan keuangan
khususnya pada instansi pemerintah. Pemerintah pusat dan
daerah berkewajiban menyampaikan laporan keuangan yang
telah sesuai dengan SAP. Melalui penerapan SAP, para pengguna
laporan keuangan mendapatkan manfaat atas informasi-
informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Selain itu,
bagi auditor eksternal (BPK) melalui SAP menjadi dasar
pemeriksaat audit (Manossoh, 2015).

Saat ini pemerintah memberlakukan standar yaitu SAP
berbasis akrual sebagai suatu pedoman pelaporan bagi entitas
akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah guna mendukung
terlaksananya pengelolaan keuangan negara (Andhayani, 2017).

Akuntansi akrual adalah dasar akuntansi di mana
transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya dicatat pada saat
terjadinya dan disajikan dalam laporan keuangan. Dalam
akuntansi akrual, waktu yang dicatat sesuai dengan waktu
terjadinya aliran sumber daya, dan semua aliran sumber daya
dicatat untuk memberikan informasi selengkap mungkin.
Dengan demikian, penerapan SAP berbasis akrual diharapkan
berkontribusi dalam memberikan manfaat yang lebih besar
kepada pemangku kepentingan, seperti oleh pengguna maupun
auditor laporan keuangan pemerintah. (Satrio, dkk.2016).

3.3.2 Perencanaan Anggaran Sektor Publik

Perencanaan merupakan komponen utama anggaran,
yaitu rencana keuangan masa depan suatu entitas yang
menggambarkan tujuan entitas yang ingin dicapai.
Penganggaran di sektor pemerintah diatur melalui peraturan
menteri keuangan yang menjabat sebagai bendahara umum
negara. Dalam level satuan kerja, rencana kerja dan anggran
disebut dengan istilah RKA-Satker yang memuat di dalamnya
rencana Kkinerja, rincian belanja, target pendapatan, serta
perkiraan terkait rencana belanja dan target pendapatan satker.
Selanjutnya RKA-KL disusun dengan pendekatan sistem
penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja (PBK),
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serta kerangka pengeluaran jangka menengah (Biswan, dkk
2021).

Anggaran publik adalah dokumen yang menggambarkan
keadaan keuangan suatu perusahaan, yang terdiri dari
pendapatan, pengeluaran, dan kegiatan lainnya. Anggaran berisi
perkiraan tentang apa yang akan dilakukan organisasi di masa
depan. Setiap anggaran memberikan informasi tentang apa yang
harus dilakukan pada periode berikutnya (Sari, 2016).

Sektor publik dalam kegiatannya bertujuan untuk
memberikan manfaat bagi masayarakat melalui pelayanan yang
baik. Anggaran pada sektor publik mempunyai fungsi utama
sebagai alat perencanaan, alat kebijakan, alat kebijakan fiskal,
alat komunikasi, alat manajemen, alat koordinasi, alat evaluasi
kerja, alat motivasi, dan alat perancangan ruang publik
(Anggraeni, dkk. 2020).

Integrasi dan sinergi antara perencanaan dan
penganggaran sangat penting untuk ditekankan. Bukan hanya
terjadi pada perencanaan dan penganggaran, ketidaksinkronan
juga bisa terjadi pada dokumen perencanaan itu sendiri.
Sebagaimana ditunjukkan pada capaian pembangunan nasional
yang biasanya termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMN), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana
Kerja Pemertintah (RKP), sehingga perlu menjadi perhatian
khusus bagi pemerintah (Pratiwi, 2019).

Anggaran yang dianggarakan oleh pemerintah harus
dibagikan secara merata untuk publik. Kebutuhan anggaran
harus disesuaikan dengan kebutuhan atau kegiatan yang
diprioritaskan untuk kepentingan publik. Pada tahap inilah
tujuan pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang
transparan dilakukan. dengan harapan bahwa publik dapat ikut
serta dalam pengawasan jalannya pemerintahan yang baik
(Anggraeni, dkk. 2020).

New Public Management atau NPM memulai era barunya
pada sektor publik. NPM merupakan suatu pendekeatan dalam
anggaran dengan basis kinerja pada manajemen kinerja sektor
publik.  Pendekatan ini  dianggap sebagai  bentuk
pertanggungjawaban dalam merancang dan menyusun program
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yang konsisten serta relevan dengan tujuan pembagunan
(Ariesmawati, 2020).

Tuntutan akan tanggung jawab keuangan, efisiensi, dan
efektifitas pengelolaan keuagan di sektor publik mengharuskan
adanya perubahan terhadap oraganisasi tersebut. Adapun NPM
hadir sebagai perwujudan dari otonomi daerah yang
memberikan wewenang terhadap pemerintah daerah untuk
melaksanakan urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan (Rizky, dkk. 2019).

3.3.3 Kualitas Laporan Keuangan

Setelah instansi pemerintah menyusun perencanaan
pengadaan barang dan jasa, menyusun anggaran, dan
melaksanakan anggaran, maka langkah selanjutnya yaitu
dengan menyajikan laporan keuangan kepada masyarakat.
Laporan tersebut kemudian diperiksa untuk menentukan
kebenaran dan memberikan penjelasan (Payo, 2023).

Laporan keuangan yang tepat tergantung pada
kemampuan dan akuntabilitas pihak yang melakukan
penyusunan laporan keuangan tersebut. Kualitas laporan
keuangan berpengaruh atas baik tidaknya akuntabilitas kinerja
suatu instansi. Apabila laporan keuangan yang disampaikan
berkualitas baik maka dapat diartikan pula bahwa tingkat
akuntabilitas dan tanggung jawab yang diemban juga baik
(Peilouw, dkk. 2023).

Sebagai bentuk akuntabilitas publik, peran akuntansi
sektor publik dalam penyusunan laporan keuangan menjadi
sangat penting. Laporan keuangan yang disampaikan juga harus
berkualitas agar dapat dipertanggungjawabkan. Laporan
keuangan yang menjadi dasar pengambilan keputusan harus
diserahkan kepada pemerintah secara tepat waktu serta andal.
Hal ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban
pemerintah kepada publik (Sari, dkk. 2022).

Laporan keuangan haruslah berupa laporan yang relevan,
andal, dapat dipahami, serta dapat diperbandingkan sehingga
dapat disebut sebagai laporan yang berkualitas. Sehingga untuk
mewujudkan hal tersebut perlu adanya sumber daya manusia
yang juga mempuni, seperti dalam mengaplikasikan SAP untuk
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penyusunan laporan keuangan. Hal ini diperlukan untuk
meminimalisir ketidakpatuhan dalam penyusunan laporan
keuangan, seperti kelemaham sistem pengendalian akuntansi,
pencatatan akuntansi yang belum tepat, belum sesuai ketentuan
SAP, serta sistem informasi akuntansi dan pelaporan yang
tersedia belum memadai. Dengan demikian, berdasarkan
kemampuan SDM yang memadai diharapkan dapat menyajikan
laporan keuangan yang juga sama berkualitanya (Defana, dkk.
2023).

3.3.4 Akuntabilitas

Sebagai organisasi publik yang fungsi utamanya yaitu
memberikan layanan yang terbaik untuk publik, tuntutan
terhadap pemerintah atas transparansi dan akuntabilitas publik
menjadi semakin tinggi. Komitmen atas akuntabilitas dan
transparansi kepada publik sebagai wujud dari tanggung jawab
sektor publik khususnya pemerintah atas misi dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini
dimaksudkan agar para pelaksana kegiatan di sektor publik
dapat konsisten dan patuh mengemban tanggung jawab yang
diberikan (Rohim, dkk. 2022).

Akuntabilitas pada sektor publik berkaitan dengan
penyajian serta pelaporan semua kegiatan publik utamanya
dibidang administrasi keuangan. Oleh karena itu, perlunya
penempatan SDM yang berkualitas, mampu memahami
tugasnya dengan baik. Akuntabilitas dapat menyajikan baik itu
selisih maupun penyimpangan atas rencana dan realisasi
kegiatan sehingga sebagai tolak ukur wuntuk melihat
keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian sasaran yang
diharapkan. Pada akhirnya, efektivitas terhadap keberhasilan
akuntanbilitas publik bergantung pada kemampuan SDM yang
melakukan pengelolaan, penyusunan serta pelaporan kepada
publik dengan memperhatikan kebijakan akuntansi yang
berlaku (Ayumiati, 2018).

Salah satu bentuk akuntabilitas yang diupayakan terus
menerus oleh sektor publik yaitu dengan laporan keuanga
publik yang berkualitas. Tentu upaya ini memerlukan SDM yang
memiliki kemampuan baik dalam memahami cara penyusunan
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dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi sesuai dengan
SAP. Diharapkan dengan menyajikan laporan keuangan yang
berkualitas kepada publik turut serta meningkatkan
kepercayaan publik pada pengelolaan pemerintah (Ratna, dkk.
2023)
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BAB 4
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR
PUBLIK

Oleh Adhi Alfian

4.1 Pendahuluan

Fungsi akuntansi pada organisasi berfungsi untuk
mengidentifikasi, mencatat, mengelompokkan, dan
mengomunikasikan informasi aktivitas organisasi dengan
menggunakan satuan keuangan. Pemanfaatan informasi
dimaksud dapat digunakan oleh pengguna internal maupun
eksternal dalam membantu pengambilan keputusan sesuai
tugas dan kepentingannya masing-masing. Sebagai contoh,
manajemen memanfaatkan informasi akuntansi untuk
memutuskan langkah peningkatan efektifitas dan efisiensi
operasi, pemilik untuk mengembangkan lini usaha, kreditur
untuk  memutuskan pemberian bantuan pembiayaan,
pemerintah dalam menentukan besaran pajak terhutang, dan
lain sebagainya.

Agar kepentingan-kepentingan diatas dapat terpenuhi,
tentu saja penyajian dalam laporan keuangan harus dapat
diyakini keandalannya, disamping tentu juga bahasa maupun
penyajian laporan keuangan dimaksud harus memiliki standar
yang baku. Penggunaan standar dimaksud akan bermanfaat
diantaranya untuk membandingkan perkembangan Kkinerja
organisasi dari waktu ke waktu, atau juga bermanfaat untuk
membandingkan organisasi yang satu dengan organisasi yang
lain.

Standar yang mengatur tentang pedoman pencatatan dan
pelaporan keuangan biasa disebut sebagai standar akuntansi.
Standar akuntansi digunakan sebagai pedoman utama bagi
akuntan dalam rangka melakukan penyusunan laporan
keuangan, dan merupakan pedoman penggunaan metode dan
format baku yang digunakan dalam penyajian informasi laporan
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keuangan. Seiring perkembangan tujuan, proses, dan regulasi,
standar akuntansi juga dapat mengalami perubahan dan
perkembangan mengikuti perkembangan dimaksud. Perubahan
dimaksud dapat dilakukan dengan mengubah standar yang
sudah ada, menambah detail pengaturan, atau bahkan sampai
membuat standar baru yang belum diatur sebelumnya.

Umumnya perubahan tersebut diputuskan oleh komite standar

pada suatu badan/lembaga pembuat standar akuntansi,

berdasarkan masukan dan kajian kebutuhan pengembangan
standar akuntansi.

Berdasarkan pertimbangan perbandingan laporan
keuangan, saat ini terdapat pengelompokan jenis laporan
keuangan. Pengelompokan ini juga dilakukan atas pertimbangan
perbedaan karakteristik organisasi dalam menjalankan nature
proses operasinya. Standar akuntansi keuangan yang berlaku di
Indonesia antara lain terdiri dari:

1. Standar Akuntansi Keuangan (dengan konfergensi IFRS),
merupakan standar akuntansi yang umumnya digunakan
untuk entitas bisnis, dimana sebagian pengaturan yang
diatur dalam stadar ini sudah mengadopsi standar
akuntansi internasional. Dampaknya adalah perusahaan
yang menyusun laporan keuangan dengan standar ini dapat
dipahami atau diperbandingkan dengan laporan keuangan
dari negara lain.

2. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa
Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), adalah standar akuntansi
yang banyak digunakan untuk entitas yang tidak memiliki
akuntabilitas publik cukup signifikan, seperti kegiatan
usaha kecil. Biasanya laporan keuangan yang dihasilkan
oleh kelompok entitas ini merupakan laporan untuk tujuan
umum pengguna ekstern di luar lingkup organisasi.

3. Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah),
merupakan kerangka konseptual penyusunan dan
pengungkapan laporan, standar penyajian laporan
keuangan dan standar khusus transaksi syariah seperti
mudharabah, murabahah, salam, ijarah dan istishna.

4. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sebagai standar
yang digunakan dalam proses pencatatan dan penyusunan
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laporan keuangan instansi pemerintah di Indonesia, baik itu
untuk instansi pemerintah pusat dan juga instansi
pemerintah daerah seperti pemerintah provinsi, kabupaten,
dan kota.

5. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil dan
Menengah (SAK EMKM), yaitu standar akuntansi yang
digunakan untuk tujuan pemenuhan proses pelaporan dan
pencatatan keuangan untuk entitas usaha mikro, kecil, dan
menengah.

Khusus untuk sektor publik, penggunaan standar
akuntansi harus dilakukan sesuai dengan karakteristik
organisasinya. Berdasarkan lima pengelompokkan standar
akuntansi keuangan diatas, umumnya organisasi sektor publik
diarahkan untuk menggunakan SAK ETAP, SAK EMKM, ataupun
SAP khusus untuk sektor pemerintahan. Namun dimungkinkan
juga organisasi sektor publik menggunakan PSAK berbasis IFRS
ataupun SAK Syariah jika terdapat kegiatan operasional ataupun
pelayanannya yang terkait dengan pengaturan dimaksud. Secara
global standar akuntansi keuangan untuk sektor publik juga
sudah secara spesifik diatur dalam International Publik Sektor
Accounting Standards (IPSAS). Standar IPSAS dikeluarkan oleh
International Federation of Accountants (IFAC), merupakan
organisasi sama yang mengeluarkan standar akuntansi
keuangan untuk sektor bisnis atau dikenal sebagai [FRS.

Pada bagian selanjutnya dalam bab ini akan dibahas
secara lebih mendetail bagian-bagian yang diatur dalam standar
akuntansi untuk organisasi sektor publik.

4.2 Karakteristik dan Lingkungan Akuntansi
Sektor Publik

Seperti yang sudah disebutkan dalam bagian pengantar
sebelumnya, pelaporan keuangan dilakukan untuk tujuan
penyediaan informasi suatu organisasi dari sisi finansial sebagai
bahan pertimbangan investor, manajemen, pemberi pinjaman,
maupun pihak lain untuk mengambil keputusan. Adapun pada
sektor publik, pelaporan keuangan secara lebih spesifik juga
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dilakukan untuk tujuan penyediaan informasi finansial entitas
yang untuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban penggunaan
sumber dana dari publik untuk kegiatan pelayanan yang
dilakukan.

Agar mendapatkan pemahaman mendasar tentang
perbedaan sektor publik dengan sektor privat/bisnis, berikut
dilampirkan karakteristik pembeda dari kedua jenis organisasi
tersebut:

Tabel 4.1. Perbandingan Sektor Publik dan Privat

No | Perbedaan Sektor Publik Sektor Privat
1 Tujuan Motif non profit Motif profit
Organisasi
2 | Sumber e Dana e Pembiayaan
Pendanaan masyarakat, internal: modal
pemerintah, atau | sendiri, laba
keuntungan dari | ditahan,
kegiatan penjualan
operasional dan | aktiva.
non operasional | ® Pembiayaan
e Sumbangan, eksternal: utang
donor bank, obligasi,
e Hibah penerbitan
saham.
3 Pertanggungj | Pertanggungjawaba | Pertanggungjawa
awaban n kepada | ban kepada
publik/masyarakat | pemegang saham
dan lembaga | dan kreditor
pengawas/legislatif
4 Struktur Birokratis, kaku | Fleksibel: datar,
Organisasi dan hirarki piramid, lintas
fungsional
5 Karakteristik | Terbuka untuk | Untuk  kalangan
Anggaran publik internal
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Berdasarkan penggambaran diatas, dapat dilihat bahwa
terdapat nature yang cukup membedakan antara sektor publik
dan privat. Beberapa perbedaan tersebut diantaranya yaitu
pada sektor publik mereka tidak didorong untuk mencari
keuntungan sebesar-besarnya dan sumber dana dapat
dimungkinkan berasal dari publik, sehingga pelaporan
penggunaan dana juga harus dilakukan secara terbuka untuk
seluruh publik yang terkait. Pengaplikasian standar akuntansi
untuk sektor publik diharapkan akan meningkatkan konsistensi,
kualitas, dan daya banding informasi keuangan yang dilaporkan
oleh entitas-entitas publik.

Seperti yang sudah disampaikan pada bagian
sebelumnya, standar akuntansi sektor publik ada yang berbasis
internasional (IPSAS) dan juga untuk konteks sektor publik di
Indonesia. Perbedaan mendasar antara IPSAS dengan sebagian
standar akuntansi sektor publik di Indonesia adalah pada IPSAS
telah digunakan prinsip yang sesuai dengan IFRS yaitu principle
based, sedangkan belum menganut sepenuhnya pada IFRS atau
biasa dikenal sebagai rule based. Sebagai contoh dalam
pengaturan konsep penurunan nilai aset secara permanen,
proses revaluasi dalam rangka pengukuran aset tetap pada
standar akuntansi publik, lebih khususnya pada standar
pemerintahan misalnya belum mengakomodasi adanya
transaksi pendapatan yang diperoleh melalui pertukaran, juga
belum mengakomodasi dampak dari adanya pengaruh
perubahan nilai pada mata uang asing.

4.3 Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik
Kerangka konseptual akuntansi merupakan landasan
struktur dasar dalam pelaksanaan proses akuntansi, didasarkan
pada penalaran proses logis yang baku/berlandaskan
pemahaman konseptual dalam transaksi ekonomi, kemudian
menjelaskan pula mengenai prosedur yang perlu dilakukan
dalam menyikapi fakta atau fenomena proses transaksi yang
mungkin belum diatur sebelumnya. Kerangka konseptual inilah
yang kemudian dijabarkan secara lebih mendetail dalam bentuk
standar akuntansi, dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa
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kerangka konseptual merupakan landasan baku yang digunakan

oleh penyusun standar akuntansi dalam membuat aturan. Disisi

lain, kerangka konseptual juga dapat dijadikan sebagai prinsip
dasar apabila terdapat hal-hal terkait dengan praktek akuntansi
yang belum diatur oleh standar akuntansi.

Salah satu prinsip dasar dalam kerangka konseptual
akuntansi keuangan sektor publik yaitu pernyataan tentang
tujuan laporan keuangan sebagai sumber informasi bagi
pengguna dalam rangka akuntabilitas dan pengambilan
keputusan. Dengan demikian, pengguna informasi
membutuhkan informasi yang dapat mendukung proses
penilaian, yaitu:

1. Prinsip efektivitas dan efisiensi dalam memberikan
pelayanan terkait dengan penyediaan barang atau jasa.

2. Segala sumber daya yang dimiliki oleh entitas dimanfaatkan
sebesar-besarnya untuk penyediaan pelayanan di masa
mendatang, serta prinsip batasan yang perlu dimiliki dalam
rangka pemanfaatannya.

3. Pengukuran biaya yang dibebankan kepada masyarakat
atau pengguna layanan sektor publik yang telah diterima
baik pada periode saat ini maupun untuk masa yang akan
datang.

4. Pengukuran kemampuan organisasi dalam rangka
penyediaan layanan dengan perbandingan periode
sebelumnya atau dengan entitas lain yang serupa.

Berdasarkan tujuan tersebut kemudian disusun struktur
kerangka konseptual yang terbagi dalam empat fase utama.
Secara lebih lengkap struktur dimaksud dapat dilihat pada
ilustrasi berikut ini:
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Fase 1: Fase 2:
* Peran * Elemen
* Tujuan dan * pengakuan

pengguna
* Karakterist|

k kualitatif
* Entitas

pelaporan

Gambar 4.1. Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik

[lustrasi diatas menggambarkan aspek-aspek yang
membentuk kerangka konseptual Akuntansi Sektor Publik
dalam 4 pilar utama. Berikut ini merupakan penjelasan ringkas
atas lingkup konseptual keempat pilar tersebut:

1. Fase satu:

a. Peran. Bagian ini menjelaskan peran kerangka
konseptual dalam memberikan arah pada proses
pengakuan, pengukuran, dan penyajian berbagai jenis
transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh entitas
pengguna standar akuntansi serta potensi penanganan
masalah yang dapat dilakukan oleh standar dimaksud.

b. Tujuan dan penggunaan. Bagian ini menjelaskan bahwa
pelaporan keuangan bertujuan untuk memberikan
gambaran kegiatan entitas melalui alat pengukuran
finansial untuk penggunanya. Adapun yang dimaksud
dengan pengguna adalah pihak yang menggunakan dan
memahami esensi dari laporan keuangan yang dibacanya,
kemudian memperoleh manfaat dari laporan tersebut.

c. Karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif adalah
gambaran karakteristik/kondisi yang harus dimiliki pada
setiap laporan keuangan yang dihasilkan dari proses
akuntansi pada setiap organisasi sektor publik. Adapun
karakteristik tersebut terdiri dari: relevansi, dapat
diandalkan, dapat dipahami, ketepatan waktu, dapat
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dibandingkan, dan dapat diverifikasi. Seluruh
karakteristik tersebut adalah komponen yang saling
berkaitan serta wajib untuk dimiliki sehingga tujuan
dalam pelaporan keuangan dapat terpenuhi.

Entitas pelaporan. Fungsi ini merupakan gambaran
entitas/bagian dari organisasi sektor publik yang
memiliki tugas penyusunan laporan keuangan. Entitas
pelaporan dapat terdiri dari satu atau lebih entitas
terpisah yang memiliki tugas untuk menyajikan laporan
suatu organisasi sektor publik dalam satu kesatuan.

2. Fase dua:

a.

Elemen. Bagian ini merupakan deskripsi komponen yang
disajikan dalam sebuah sistem pelaporan keuangan.
Adapun elemen laporan keuangan diklasifikasikan terdiri
dari: aset, kewajiban, pendapatan, beban, kontribusi
kepemilikan, dan distribusi kepemilikan.

Pengakuan. Bagian ini menggambarkan proses
pengklasifikasian nilai yang disajikan pada setiap laporan
keuangan organisasi sektor publik dalam masing-masing
elemen pelaporan yang sesuai dengan melihat
karakteristik kualitatif, serta mempertimbangkan prinsip
penyampaian informasi untuk masing-masing laporan
keuangan.

3. Fase tiga: Pengukuran. Pengukuran yaitu proses yang
dilakukan untuk menentukan basis pengukuran yang paling
sesuai dan mencerminkan untuk masing-masing elemen
laporan keuangan. Sebagai contoh, pelaksanaan proses
pengukuran yang tepat akan membantu pembaca laporan
keuangan untuk memahami:
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a.

b.

C.

Biaya yang dikeluarkan berdasarkan catatan historis
yang dimiliki.

Kapasitas operasional dalam mendukung kegiatan
pelayanan pada periode yang akan datang.

Kemampuan keuangan untuk membiayai berbagai
aktivitas operasional entitas.

Fase empat: Penyajian. Penyajian adalah rangkaian proses
memilih, menempatkan, dan mengorganisasikan rangkaian
informasi yang disajikan pada laporan keuangan. Proses



penyajian ini penting untuk dilakukan untuk memenuhi
berbagai kebutuhan pengguna laporan keuangan terhadap
kondisi/transaksi ekonomi  yang  dilakukan  oleh
entitas/organisasi sektor publik. Proses pemilihan,
penempatan, dan pengorganisasian elemen laporan keuangan
secara tepat perlu dilakukan karena pada prinsip pelaporan
keuangan, setiap elemen memiliki keterkaitan satu dengan
lainnya. Keterkaitan dimaksud khususnya dalam konteks
keseimbangan antara hak dan kewajiban, atau dalam istilah
transaksi keuangan dikenal sebagai cost dan benefit.

4.4 Penyajian Laporan Keuangan Sektor Publik

Sebagaimana disampaikan pada bagian sebelumnya,
penyajian laporan keangan merupakan rangkaian proses yang
dilakukan untuk menempatkan komponen dan nilai dari
masing-masing elemen laporan keuangan sesuai dengan standar
yang berlaku. Esensi utama dari proses penyajian laporan
keuangan yaitu memberikan cerita yang komprehensif atas
kinerja keuangan organisasi sektor publik pada periode waktu
tertentu. Umumnya kinerja keuangan tersebut dibagi dalam
indikator kinerja operasional, keseimbangan sumber daya serta
kewajiban dan ekuitas, arus keluar dan masuk kas, perubahan
nilai bersih ekuitas, dan terakhir catatan atas masing-masing
elemen laporan keuangan dimaksud.

Namun disamping itu, terdapat salah satu karakteristik
yang cukup menonjol pada organisasi sektor publik, yaitu
pengaturan yang cukup ketat pada batas anggaran khususnya
dalam konteks pendapatan dan beban. Ruang lingkup sektor
publik yang salah satunya menekankan kesesuaian antara
rencana dan realisasi, menyebabkan perbandingan antara aspek
perencanaan keuangan (anggaran) dengan realisasinya menjadi
salah satu hal penting yang harus disajikan pada laporan
keuangan sektor publik. Sehingga umumnya laporan atas
realisasi anggaran ini akan menambah komponen laporan
keuangan.

Adapun secara lebih lengkap terkait dengan komponen
laporan keuangan pada organisasi sektor publik terdiri dari:
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1.

2.
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Neraca laporan keuangan. Laporan keuangan ini menyajikan
keseimbangan antara aset, liabilitas, dan ekuitas sesuai
dengan tanggal pelaporan keuangan. Rumus dasar yang
digunakan dalam keseimbangan neraca ini yaitu Aset =
Liabilitas + Ekuitas. Aset didefinisikan sebagai sumber daya
yang dimiliki oleh entitas untuk memberikan layanan atau
manfaat kepada pengguna layanannya di masa yang akan
datang. Sementara liabilitas adalah kewajiban yang harus
dipenuhi kepada pihak lain untuk menjalankan kegiatan
layanan. Adapun ekuitas merupakan klaim pemilik/pemodal
atas aset yang dimiliki entitas.

20X2 20X1
ASET
Aset Lancar X X
Aset Tak Lancar X X
Total Aset X X
LIABILITAS
Liabilitas Lancar X X
Liabilitas Tak Lancar X X
Total Liabilitas
NET ASET/EKUITAS
Modal dari entitas sektor publik lainnya X X
Dana cadangan X X
Akumulasi surplus/(defisit) X X
Kepentingan non-pengendali X X
Total net aset/ekuitas X X

Gambar 4.2. Contoh Bentuk Neraca

Laporan kinerja keuangan. Laporan ini disusun untuk dapat
memberikan informasi mengenai pendapatan, belanja, dan
margin/defisit dari pelaksanaan kegiatan pelayanan yang
dilakukan organisasi pada satu periode waktu tertentu.
Melalui informasi yang disajikan, pengguna laporan keuangan
dapat memperoleh informasi mengenai pemanfaatan dana
yang digunakan untuk pelaksanaan aktivitas operasional,
serta besaran manfaat/pendapatan yang diperoleh dari
pemberian layanan tersebut. Meskipun organisasi sektor
publik tidak berfokus dalam mencari margin/keuntungan



dari kegiatan yang dilakukan, namun organisasi tetap
memiliki hak pendapatan atas kegiatan pelayanan kepada
pengguna layanannya.

20X2 20X1

PENDAPATAN

Pendapatan Operasi X X
Biaya, denda, penalti, dan lisensi X X
Pendapatan dari transaksi permubaran X X
Pendapatan tanster X X
Pendapatan lainnya X X
Total Pendapatan X X
BEBAN

Beban operasional % X
Biaya pendanaan X X
Beban lainmya X X
Total Beban X X
Bagian surplus asosisasi X X
Surplus/(defisit) X X
Pembagian unmk: X X
Pihak pengendali entitas X X
Pihak non-pengendali X X

Gambar 4.3. Contoh Bentuk Laporan Kinerja Keuangan

3. Laporan Perubahan Ekuitas. Hampir serupa dengan laporan
sejenis pada sektor bisnis, Laporan Perubahan Ekuitas pada
sektor publik menyajikan informasi mengenai perubahan
nilai aset bersih entitas sektor publik pada periode
pelaporan. Lebih spesifik laporan ini disusun untuk
menyajikan rekonsiliasi saldo awal dan akhir ekuitas, yang
terjadi karena adanya penggunaan ataupun penambahan
sumber daya pada periode tertentu di suatu entitas sektor
publik.

20X2 20X1
Ekuitas Awal XXX XXX
Surplus/Defisit XXX XXX
Dampak Kumulatif Perubahan XXX XXX
Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
Koreksi Nilai Persediaan XXX XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap XXX XXX
Lain-lain XXX XXX
Ekuitas Akhir XXX XXX

Gambar 4.4. Contoh Bentuk Laporan Perubahan Ekuitas
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Laporan Arus Kas. Laporan ini menyajikan perubahan pada
saldo arus kas di suatu periode pelaporan yang disebabkan
oleh adanya penambahan ataupun pengurangan jumlah kas.
Secara umum arus kas diklasifikasikan kedalam tiga
kelompok utama, yaitu arus kas dari kegiatan operasi,
investasi, dan pembiayaan.

20X2 20X1
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Arus Kas Masuk
Pendapatan operasi X X
Penerimaan lainnya X X
Arus Kas Keluar
Biaya operasi (X) (X)
Pembayaran lainnya (X) (X)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (X) (X)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Pendapatan dari kegiatan investasi X X
Pengeluaran untuk kegiatan investasi (X) (X)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi X X
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Pendapatan dari dana pinjaman X X
Pelunasan dana pinjaman (X) (X)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan X X
Peningkatan/(penurunan) pada kas dan setara kas X X
Kas dan setara kas di awal periode X X
Kas dan setara kas di akhir periode X X

Gambar 4.5. Contoh Bentuk Laporan Arus Kas

Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran
adalah laporan yang berkaitan dengan komparasi antara
anggaran yang sudah ditetapkan dengan realisasi
penerimaan/penggunaan  dari  anggaran  dimaksud.
Komponen yang tersaji dalam laporan ini terdiri dari
pendapatan, belanja, transfer surplus/defisit, pembiayaan,
dan sisa lebih/kurang anggaran.



Realisasi 20XX  Anggaran 20XX Selisth An.ggat’an &
Realisasi

Pendapatan
Biaya, denda, penalti, dan lisensi X X X
Pendapatan dari transaksi pertukarar X X X
Pendapatan transfer X X X
Pendapatan lainnya X X X
Total Pendapatan X X X
Beban
Beban operasional (X) (X) (X)
Biaya pendanaan (X) (X) (X)
Beban lainnya (X) (X) (X)
Total Beban (X) (X) (X)
Bagian surplus asosisasi X X X
Pembagian untuk:
Pihak pengendali entitas X X X
Pihak non-pengendali X X X

X X X

Gambar 4.6. Contoh Bentuk Laporan Realisasi Anggaran

6. Catatan atas Laporan Keuangan. Sama dengan bentuk catatan
atas laporan keuangan pada laporan entitas lainnya, bentuk
laporan keuangan ini dimaksudkan untuk menjelaskan
elemen dan nilai yang telah disajikan pada lima bentuk
laporan keuangan diatas. Bentuk laporan keuangan ini
dimaksudkan untuk memberikan penjelasan secara lebih
detail dari laporan keuangan lain, dapat dalam bentuk
penjabaran isi, maksud, definisi, alokasi, dan lainnya.
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BAB 5
SIKLUS AKUNTANSI SEKTOR
PUBLIK

Oleh Yusni

5.1 Pendahuluan

Laporan keuangan sektor publik yaitu representasi
kondisi keuangan yang mencakup semua transaksi yang terjadi
pada suatu entitas sektor publik. Laporan keuangan merupakan
hasil dari proses akuntansi yang melibatkan pengumpulan serta
pengolahan data keuangan. Data ini kemudian ditempatkan
dalam bentuk laporan keuangan atau ikhtisar lainnya guna
membantu pengguna dalam membuat suatu keputusan.
Penyusunan laporan keuangan yang bisa dijelaskan serta
diterima secara umum didasarkan pada prinsip, prosedur,
metode dan teknik akuntansi yang terkandung pada kerangka
akuntansi. Laporan keuangan di sektor publik mencakup:
Laporan Posisi Keuangan, Laporan Kinerja Keuangan, Laporan
Perubahan Aset/Ekuitas Neto, Laporan Arus Kas, serta
Kebijakan Akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Proses pembuatan laporan keuangan dikenal sebagai
siklus akuntansi. Siklus ini meliputi pencatatan sistematis
transaksi keuangan, rangkumannya, serta penyusunan laporan
keuangan. Dapat dikatakan bahwa siklus akuntansi adalah
proses menyediakan laporan keuangan suatu organisasi untuk
suatu periode akuntansi tertentu. Siklus akuntansi dibagi
menjadi pekerjaan yang dilaksanakan selama suatu periode
sebagai akibat dari suatu transaksi ataupun peristiwa. Siklus
akuntansi kemudian dimulai dengan menjurnal transaksi dan
peristiwa, memindahkannya ke buku besar, serta menghasilkan
laporan keuangan di akhir periode.
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5.2 Siklus Akuntansi Sektor Publik

Siklus akuntansi adalah pencatatan dan pengikhtisaran
sistematis transaksi keuangan untuk pelaporan keuangan. Siklus
akuntansi di mulai dengan transaksi yang terdukung oleh bukti,
dicatat dalam jurnal, dan diposting ke buku besar utama serta
buku besar pembantu. Pengkategorian dalam daftar saldo,
dokumen, dan menyesuaikan menghasilkan laporan keuangan
yang mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus
kas, laporan kinerja keuangan, serta laporan perubahan modal.
1. Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang memuat

informasi tentang realisasi pendapatan serta beban suatu
entitas dibanding dengan anggarannya. Laporan pelaksanaan
anggaran dapat digunakan untuk memperkirakan sumber
daya keuangan yang tersedia untuk membiayai kegiatan yang
ada. Laporan pelaksanaan anggaran juga menyediakan
informasi mengenai kesesuaian penggunaan dana dengan
prinsip keuangan, serta efisiensi dan efektivitas anggaran
yang disetujui, semuanya disesuaikan dengan ketetapan
perundang-undangan yang berlaku (Mahsun, 2015).

2. Laporan Posisi Keuangan/Neraca merupakan laporan
keuangan penting yang merangkum aset, kewajiban, serta
ekuitas organisasi di suatu waktu. Laporan posisi keuangan
yaitu laporan keuangan penting yang memberi informasi
penting mengenai status keuangan disuatu organisasi dan
digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan dalam
pengambilan Keputusan (Lis Setyowati, dkk, (2023)

3. Laporan Arus Kas memberikan gambaran tentang aliran
masuk dan keluar uang tunai dalam suatu periode waktu.

4. Laporan Kinerja Keuangan adalah dokumen yang menyajikan
pendapatan dan biaya, serta laporan surplus-rugi atau
laporan operasi, yang menggambarkan pendapatan serta
pengeluaran selama periode tertentu.

5. Laporan Perubahan Modal menunjukkan pengubahan ekuitas
pada satu periode akuntansi. Laporan ini mencakup elemen-
elemen seperti modal pertama periode, penambahan serta
pengurangan diwaktu periode tersebut, serta modal terakhir
periode.
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Catatan atas laporan keuangan sektor publik merupakan
bagian integral pada laporan keuangan yang memberikan
informasi tambahan mengenai pos-pos laporan keuangan
untuk memastikan pengungkapan yang tepat.

Sistem Pelaporan Keuangan Sektor Publik, terdiri pada

dua sistem, yaitu dasar kas (cash basis), dasar karual (acrual
basis), serta akuntansi dana (fund accounting)

1.

Dasar Kas (Cash Base), merupakan Sistem akuntansi dasar
kas cuma mencatat arus kas yang masuk dan keluar.
Meskipun umumnya digunakan dalam akuntansi bisnis,
laporan arus kas juga dapat menjadi tambahan penting di
samping laporan pendapatan dan posisi keuangan. Praktik
akuntansi arus kas diterapkan pada bermacam organisasi
sektor publik serta nirlaba.

. Dasar Akrual (Accrual Base), Penerimaan serta biaya yang

diakui (tanpa harus terkait langsung dengan uang yang
diterima atau dibayarkan) dapat ditambahkan secara
bersama-sama, dianggap valid, dan terkait dengan laporan
laba rugi sewaktu periode yang relevan. Pelaksanaan dasar
akrual berpengaruh pada sistem akuntansi dengan
menambah pos-pos akrual serta formulir pembukuan yang
beragam.

. Akuntansi Dana (Fund Accounting), Salah satu opsi dalam

sistem akuntansi sektor publik berfokus pada pengelolaan
kas dan pengendalian anggaran. Meskipun tidak begitu
umum digunakan di sektor swasta, akuntansi dana sangat
penting dalam sektor publik karena berdampak langsung
pada pengambilan keputusan. Sistem akuntansi dana
mengakui transaksi organisasi pada tahap komitmen awal,
yaitu ketika pesanan dikirimkan atau diterima, bukan pada
saat kas dibayar atau diterima, atau saat faktur diterima atau
dikeluarkan.
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Siklus Akuntansi Sektor Publik dapat divisualisasikan
dalam diagram berikut ini:

Siklus Akuntansi Sektor

Transaksi Analisis bu.ktl Pencatatan
transaksi data

| |

b bitan | Pengelompokan
enerbitan laporan h dan pengihktisaran

data

Gambar 5.1. Siklus Akuntansi Sektor Publik
Bastian indra (2010)

5.2.1 Transaksi

Transaksi merujuk pada perjanjian jual beli antara dua
pihak, termasuk transaksi diantara organisasi sektor publik
dengan pihak lain. Transaksi-transaksi ini merupakan dasar
untuk penyusunan laporan keuangan organisasi.
Jenis- jenis Transaksi sebagai berikut:

1. Transaksi kas merujuk pada kegiatan yang menyebabkan
perubahan dalam saldo kas, seperti pencairan SPMU, serah
terima piutang, pembayaran belanja gaji, dan sebagainya.

2. Transaksi nonkas adalah kegiatan memengaruhi aset, utang,
pendapatan, atau belanja tanpa memberikan dampak
langsung pada saldo kas, seperti penerimaan aktiva tetap
dari donatur atau pembebasan utang.

Pencatat transaksi akuntansi meliputi: Bendahara Rutin
yang mengurus belanja pada administrasi umum, operasional,
serta pemeliharaan sarana fisik; Bendahara Proyek yang
bertanggung jawab atas belanja modal; Bendahara Gaji yang
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menangani pengeluaran gaji; dan Bendahara Penerima yang
mengurus penerimaan dana.

5.2.2 Analisis Bukti Transaksi

Bukti transaksi merupakan dokumen yang
mendokumentasikan setiap transaksi atau peristiwa ekonomi.
Contohnya adalah bukti kas seperti surat tanda setoran dan
SPM, bukti piutang seperti daftar piutang, bukti persediaan
seperti BA penerimaan barang dan daftar persediaan, bukti
aktiva tetap seperti BA penerimaan inventaris dan daftar aktiva,
bukti utang seperti akad kredit dan dokumen penarikan
pinjaman, bukti pendapatan seperti surat tanda setoran dan
daftar pembukuan administrasi, serta bukti belanja seperti SPM
dan dokumen pembukuan administrasi (DPA). Setiap transaksi
harus didukung pada bukti transaksi yang berisi informasi rinci
tentang kegiatan transaksi digunakan sebagai dasar untuk
pencatatan akuntansi, yang memungkinkan analisis mendalam
sebelum transaksi tersebut diakui dalam sistem akuntansi dana.

5.2.3 Pencatatan data Transaksi atau menjurnal
Setelah melakukan analisis bukti terhadap transaksi

maka selanjutnya dilaksanakan pencatatan terhadap transaksi
yang sudah terjadi. Pencatatan transaksi dilaksanakan oleh
bendahara pada jurnal, yang merupakan metode guna mencatat,
mengkategorikan, serta merangkum data keuangan dan
sebagainya. Informasi yang disimpan mencakup tanggal
transaksi, kode rekening, deskripsi transaksi, serta jumlah debit
dan kredit. Bukti jurnal adalah dokumentasi dari bukti transaksi
yang digunakan sebagai alat atau media untuk membuat catatan
akuntansi. Setiap entri jurnal mengandung kode rekening yang
sesuai dengan buku besar, besaran debit dan kredit, serta nama
serta tanda tangan atau inisial petugas atau pejabat yang
membuat dan memvalidasi bukti transaksi. Bukti jurnal ini
menjadi dasar utama untuk melaksanakan pencatatan pada
buku jurnal.
Jenis-Jenis Bukti Jurnal:
1. Bukti Jurnal Kas Masuk (BKM) adalah dokumen yang

menjadi dukungan pencatatan dalam jurnal untuk
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penerimaan kas. Dokumen ini yaitu dokumen transaksi yang
disusun oleh petugas kas di unit kerja pemerintah daerah
berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) atau bukti
pemotongan/pemungutan pajak dari instansi pusat/negara,
kemudian disahkan oleh Bendaharawan Umum Daerah atau
Pengelola Keuangan Daerah, kemudian menggunakan BKM
sebagai dasar untuk mencatat penerimaan kas ke kas
daerah dalam jurnal.

2. Bukti Jurnal Kas Keluar (BKK) adalah dokumen yang
digunakan sebagai pendukung untuk pencatatan
pengeluaran kas oleh Bendaharawan atau Kas Daerah.
Dokumen ini dibuat oleh Petugas kas di unit Kkerja
pemerintah daerah menyusun dokumen transaksi
berdasarkan bukti-bukti pengeluaran anggaran, kemudian
disetujui oleh Bendaharawan Umum Daerah atau Pengelola
Keuangan Daerah. Yang mengelola Keuangan Daerah
menggunakan BKK sebagai dasar untuk membuat Surat
Perintah Membayar (SPM).

3. Bukti Jurnal Nonkas atau Memorial (BM) adalah dokumen
pendukung pada  pencatatan penambahan  atau
pengurangan padapemasukan, belanja, pembiayaan, aset,
utang, atau ekuitas pada suatu entitas.

5.2.4 Pengelompokkan dan pegihktisarkan data

Data yang dicatat dikelompokan dan diiktisarkan atau
diposting ke buku besar yang memuat daftar nama akun yang
terdapat di organisasi. Dari nama akun yang tercantum, setiap
transaksi direkam dan masuk pembagian disesuaikan dengan
akunnya sendiri, proses ini dikatakan posting. Buku besar
adalah catatan yang mencatat semua akun dari jurnal. Buku
besar disusun oleh bendahara rutin, bendahara proyek,
bendahara gaji, dan bendahara penerima. Buku besar pembantu
digunakan untuk mencatat informasi rinci mengenai transaksi
yang terkait dengan akun tertentu, seperti piutang, persediaan,
investasi jangka panjang, aktiva tetap, dan utang. Setiap akun
memiliki buku besar pembantu sendiri yang memuat detail
transaksi secara terperinci. Setiap transaksi yang terjadi akan
dicatat dengan teliti dan akurat dalam buku besar pembantu

62



untuk memudahkan pemantauan dan analisis keuangan. Buku
besar pembantu kas mencatat detail pemasukan tertentu,
seperti pemasukan pajak reklame dan pemasukan retribusi
parkir. Buku besar pembantu kas terbagi menjadi dua jenis,
yakni buku besar pembantu penerimaan kas serta buku besar
pembantu pengeluaran kas.

Pada tahap penghitungan, dilakukan penyusunan pada
neraca saldo (trial balance) didasarkan akun-akun dalam buku
besar, penyusunan ayat jurnal penyesuaian, kertas kerja atau
neraca lajur (worksheet), penyusunan ayat jurnal penutup
(closing entries), serta penyusunan neraca saldo sesudah
penutupan. Selain itu, dilakukan juga pembuatan ayat jurnal
pembalik.

5.2.5 Penerbitan laporan dan catatannya,

Dalam setiap satu periode akuntansi, setiap transaksi
dilakukan pencatatan serta di organisasikan ke pada buku besar,
setelah itu berpatokan pada catatan tersebut maka disusunlah
laporan keuangan untuk dismpaikan dengan pihak-pihak yang
punya kepentingan, setelah Menyusun laporan keuangan pada
sektor publik selanjutnya dilakukan analisis agar dapat dinilai
kebenaranya dan reliabilitasnya. Pada Tahap pelaporan ada dua
tahap yaitu pelaporan terhadap unit kerja organisasi dan
Laporan konsolidasi organisasi.
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BAB 6
AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR
PUBLIK

Oleh Roy Budiharjo

6.1 Pendahuluan

Organisasi dan lembaga publik selalu diminta untuk
mengelola biaya sosial dan ekonomi dengan lebih efisien saat
melakukan pekerjaan. Akuntansi manajemen sektor publik akan
menjadi ilmu untuk mengelola keuangan publik jika tuntutan
pertanggungjawaban publik dari berbagai lembaga publik
meningkat. Proses yang digunakan untuk mengklasifikasikan
dan menganalisis laporan pengelolaan keuangan di sektor
publik tidak sama dengan yang digunakan di sektor swasta.
Perbedaan ini disebabkan oleh fakta bahwa ada standar sistem
akuntansi yang berbeda dan perbedaan dalam karakteristik
sektor publik. Akibatnya, untuk menerapkannya, diperlukan
beberapa penyesuaian. Akuntansi sektor publik biasanya
digunakan oleh organisasi sektor publik seperti rumah sakit,
puskesmas, sekolah, wuniversitas, partai politik, lembaga
swadaya masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah
pusat.

Tujuan akuntansi manajemen adalah untuk mengukur
dan mengevaluasi kinerja karyawan yang terlibat dalam
perusahaan melalui pengukuran kinerja keuangan dan
nonkeuangan. Selain itu, akuntansi manajemen berguna untuk
membuat strategi dan rencana jangka panjang.

Informasi yang diperoleh dari akuntansi manajemen
sangat penting untuk pengambilan keputusan organisasi. Masa
depan suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh kebutuhan
informasi akuntansi manajemen. Indonesian public service
sector juga memperhatikan informasi akuntansi manajemen
sebagai bagian dari proses perencanaan dan pengambilan
keputusan organisasi, sehubungan dengan kebutuhan organisasi
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akan data akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen sektor
publik didefinisikan sebagai informasi akuntansi yang relevan
dan dapat diandalkan yang ditujukan kepada pemimpin untuk
perencanaan dan pengendalian (Mardiasmo, 2011).

Akuntansi sektor publik di Indonesia sangat ketinggalan
dibandingkan dengan akuntansi sektor swasta (Bastian, 2010).
Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa pemerintah belum
memiliki semua infrastruktur akuntansi keuangan yang
diperlukan. Hal ini juga berdampak pada keputusan manajemen
organisasi yang lebih mengutamakan kebijakan yang dibuat oleh
atasan daripada informasi akuntansi internal. Akuntansi
manajemen di sektor publik dapat membantu pengambilan
keputusan manajemen jangka pendek.

6.2 Pengertian Akuntansi Manajemen Sektor
Publik

[stilah "manajemen sektor publik" sudah biasa di dunia
akuntansi. Reformasi pelayanan publik dan reformasi akuntansi
sektor publik sangat memengaruhi manajemen sektor publik.
Ini menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang konsep
akuntansi manajemen sektor publik. Pengertian akuntansi
manajemen sektor publik menggabungkan pengertian sektor
publik dan akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen,
menurut Chartered Institute of Management Accountants
(CIMA), adalah proses identifikasi, pengukuran, akumulasi,
analisis, penyusunan, interpretasi, dan komunikasi informasi
yang digunakan oleh manajemen untuk merencanakan,
mengevaluasi, dan memastikan bahwa sumber daya yang
dimiliki organisasi digunakan dengan benar dan sesuai.

Selain itu, menurut Statements on Management
Accounting 1A: The Process of identification, measurement,
accumulation, analysis, preparation, interpretation, and
communication of financial information used by management to
plan, evaluate, and control within an organization and to assure
appropriate use of and accountability for its resources. Akuntansi
manajemen adalah pekerjaan yang melibatkan pengambilan
keputusan manajemen, pembuatan rencana dan sistem
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manajemen Kinerja, penyediaan keahlian pelaporan keuangan,
dan pengendalian untuk membantu manajemen membuat dan
menerapkan strategi perusahaan.

Sektor publik adalah organisasi yang kompleks dan
beragam yang didefinisikan dari sudut pandang ilmu ekonomi
sebagai suatu entitas yang beroperasi untuk menyediakan
barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik.
Karena kompleksitas sektor publik, kebutuhan informasi untuk
perencanaan dan pengendalian manajemen lebih beragam.
Selain itu, pihak yang terlibat dalam sektor publik
membutuhkan informasi yang lebih beragam, dapat diandalkan,
dan relevan untuk pengambilan keputusan. Pemenuhan hak
publik termasuk pelayanan publik dan barang publik. Selain itu,
"sektor publik" merujuk pada organisasi publik, terutama
pemerintah, yang menggunakan dana publik untuk mencapai
kesejahteraan umum. Akibatnya, akuntan sektor publik
bertanggung jawab untuk menyediakan informasi untuk
organisasi internal dan eksternal.

Akuntansi manajemen sektor publik dipahami sebagai
cara untuk menghasilkan informasi akuntansi yang relevan dan
dapat diandalkan yang ditujukan kepada pemimpin sektor
publik untuk perencanaan dan pengendalian. Perencanaan
strategik, pemberian informasi, penilaian investasi dan
penganggaran, penentuan biaya pelayanan, dan penilaian
kinerja adalah semua bagian dari perencanaan. Pengendalian
didefinisikan  sebagai pengukuran pencapaian Kkinerja
manajemen melalui pencapaian target yang sesuai dengan
program yang telah direncanakan (Sujarweni, 2015). Tujuan
perencanaan dan pengendalian ini akan digunakan sebagai
pengukur untuk menerapkan akuntansi manajemen sektor
publik.

6.3 Aktivitas Akuntansi Manajemen Sektor Publik
Manajemen sektor publik melakukan banyak hal yang
mirip dengan organisasi swasta, seperti perencanaan,
koordinasi berbagai divisi, komunikasi informasi, pengambilan
keputusan, memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan
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organisasi, dan fungsi pengendalian. Akuntansi manajemen

sektor publik memiliki tiga tugas dalam pelaksanaannya.

1. Dalam kerangka konseptual akuntansi keuangan, partisipasi
dalam proses perencanaan mencakup tingkat strategis dan
operasional. Contoh partisipasi dalam proses perencanaan
termasuk penyusunan kebijakan, pembuatan rencana, dan
penyusunan konsep dasar penganggaran yang diwakili
dalam satuan uang.

2. Proses pengambilan keputusan termasuk penentuan,
analisis, presentasi, dan interpretasi informasi yang relevan.

3. kontribusi pada proses pengawasan dan kontrol kinerja.
pemberian laporan berkala untuk organisasi secara
keseluruhan dan segmennya yang ada. Laporan ini juga
mencakup perbandingan antara pencapaian target dan
realisasi anggaran.

6.4 Peran Akuntansi Manajemen Sektor Publik

Dalam manajemen organisasi sektor publik, akuntansi
sangat penting. Akuntansi manajemen memberikan informasi
tentang tujuan laporan keuangan dan berbagai jenisnya. Untuk
mengelola semua sumber daya perusahaan, akuntansi
manajemen sektor publik digunakan. Tujuan organisasi yang
telah ditetapkan harus dicapai melalui akuntansi manajemen
sektor publik.

Untuk mencapai tujuan organisasi, seperti perencanaan,
pengkoordinasian, pengorganisasian, dan pengendalian,
informasi akuntansi diperlukan untuk melakukan fungsi
perencanaan dan pengendalian. Dalam organisasi sektor publik,
akuntansi manajemen berfungsi untuk merencanakan strategi,
memberikan informasi biaya, menilai investasi, menganggarkan,
menentukan tarif dan biaya pelayanan, dan menilai kinerja.

1. Perencanaan Strategi
Pada langkah  perencanaan  strategi, = manajemen
menawarkan dan mengembangkan alternatif inisiatif untuk
mendukung strategi perusahaan. Peran akuntansi
manajemen adalah untuk menentukan biaya program (cost
of program) dan biaya aktivitas (cost of activity) sehingga

68



berdasarkan informasi akuntansi tersebut dapat
menentukan berapa anggaran yang dibutuhkan untuk
sumber daya yang dimiliki. Akuntansi manajemen harus
akurat, relevan, dan handal untuk menjamin alokasi sumber
daya input secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Pemberian Informasi Biaya

Pada tahap pemberian informasi biaya, informasi akuntansi
manajemen harus dapat menemukan tempat pemborosan
yang masih dapat diefisiensikan dan menemukan cara
terbaik untuk mengurangi biaya. Untuk menemukan biaya
yang terjadi, akuntansi manajemen sektor publik memiliki
peran strategis dalam perencanaan finansial. Dalam
akuntansi manajemen sektor publik, pengambilan
keputusan biaya memerlukan accounting biaya.

Sektor publik menggunakan akuntansi biaya untuk
mengumpulkan data tentang pengeluaran publik untuk
perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan.
Diharapkan bahwa informasi akuntansi manajemen akan
membantu dalam menentukan dan melaporkan biaya
dengan mengklasifikasikan biaya; ini termasuk biaya apa
pun yang termasuk dalam kategori biaya rutin (biaya rutin)
dan biaya modal (biaya modal), kontrolable dan
uncontrollable, tetap dan variabel, dan lainnya.

Penilaian Investasi

Pada fase penilaian investasi ini, kelayakan investasi dinilai
secara ekonomi dan finansial. Untuk menilai investasi,
akuntansi manajemen diperlukan karena untuk menilai
investasi diperlukan untuk mengidentifikasi biaya, risiko,
dan manfaat atau keuntungan investasi. Tingkat diskonto,
tingkat inflasi, tingkat risiko dan ketidakpastian (termasuk
risiko negara dan risiko politik), dan sumber dana untuk
investasi harus diperhatikan oleh akuntan manajemen.
Analisis efektifitas biaya, juga dikenal sebagai analisis
efektivitas biaya, adalah metode penilaian investasi yang
menekankan dampak (hasil) yang dicapai oleh suatu proyek
atau investasi dengan biaya tertentu. Analisis ini dapat
digunakan untuk memudahkan.
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Penganggaran

Akuntansi manajemen sektor publik diharapkan dapat
membantu membuat anggaran publik yang lebih efektif
terkait dengan tiga fungsi anggaran, yaitu alokasi, distribusi,
dan stabilitas. Akibatnya, akuntansi manajemen berfungsi
sebagai alat untuk mengatur dan mendistribusikan sumber
daya publik secara tepat, efektif, adil, dan merata kepada
masyarakat.

Penentuan Biaya Pelayanan dan Tarif Pelayanan

Akuntansi manajemen digunakan pada tahap penentuan
biaya dan tarif pelayanan untuk menentukan berapa biaya
yang diperlukan untuk menyediakan layanan tertentu dan
berapa tarif yang akan dibebankan kepada penerima
layanan publik, termasuk perhitungan subsidi.

Perbaikan sistem akuntansi manajemen sektor publik
diperlukan karena keluhan masyarakat tentang biaya
pelayanan yang tinggi dan tuntutan agar pemerintah
meningkatkan kualitas pelayanan. Pemerintah harus
berorientasi pada pelayanan publik dan mendengarkan
keluhan, tuntutan, dan keinginan masyarakat. Ini akan
meningkatkan  kualitas  hidup dan  kesejahteraan
masyarakat.

Biaya pelayanan dan tarif, atau biaya pelayanan,
membutuhkan informasi akuntansi. Sebagai contoh,
pemerintah daerah harus dapat menghitung biaya yang
diperlukan untuk membangun terminal bus atau stasiun
kereta api yang tertib, aman, dan nyaman, serta biaya
operasionalnya. Kemudian, mereka dapat menggunakan
informasi ini untuk menentukan tarif pelayanan yang akan
dikenakan pada pengguna jasa terminal atau stasiun kereta
api tersebut. Perusahaan air minum milik pemerintah
daerah harus dapat mengidentifikasi semua biaya yang
terjadi di bisnis sehingga dapat menetapkan harga per
meter kubik kepada pelanggan dan mengurangi kerugian
perusahaan dengan menggunakan informasi biaya tersebut.
Inefisiensi dapat ditemukan dan dihilangkan dengan
informasi akuntansi manajemen.



6. Penilaian Kinerja

Akuntansi manajemen bertanggung jawab untuk membuat
indikator kinerja kunci dan satuan ukur untuk setiap
aktivitas yang dilakukan pada tahap penilaian kinerja.
Penilaian kinerja merupakan bagian dari sistem
pengendalian.  Penilaian  kinerja  dilakukan  untuk
mengetahui seberapa efektif dan efisien suatu organisasi
dalam mencapai tujuan.

6.5 Pengendalian Manajemen Sektor Publik
Sistem yang mengelola manajemen sektor publik sangat
terkait dengan akuntansi manajemen sektor publik.
Pengendalian manajemen sektor publik bertanggung jawab
untuk memastikan bahwa organisasi mencapai tujuan mereka
dan mencegah kesalahan. Sudah jelas bahwa kegagalan ini dapat
disebabkan oleh fungsi manajemen itu sendiri yang tidak
berjalan sesuai dengan standar. Beberapa kelompok di
Indonesia menggunakan pengendalian manajemen sektor
publik ini, diantaranya:
1. Pengendalian Preventif
Sebelum proses manajemen dimulai, pengendalian
dilakukan untuk mengurangi kesalahan dan merencanakan
strategi untuk mencapai tujuan perusahaan. Strategi
tersebut dirumuskan dalam bentuk rencana kerja untuk
menyelesaikan dan mencapai tujuan jangka pendek.
Perencanaan yang cermat akan sangat membantu
perusahaan menjalankan operasi dengan tingkat kesalahan
yang rendah, yang tentu saja berdampak pada efisiensi dan
produktivitas.
2. Pengendalian Operasional
Pengendalian ini adalah periode di mana manajemen
mengawasi operasi organisasi, seperti program kerja yang
berjalan. Anggaran yang dibuat pada awal tahun kerja untuk
setiap program kerja adalah alat pengawasan untuk
pengendalian ini. Budget ini akan berfungsi sebagai alat
yang menghubungkan perencanaan dan pengendalian.

71



3. Pengendalian Kinerja
Setelah program kerja selesai atau organisasi mencapai
tahun akhir kerja, manajemen melakukan penilaian kinerja
untuk menilai program kerja dan kinerja karyawan. Untuk
menilai kinerja tahun sebelumnya, evaluasi dapat dilakukan
dengan melihat apa yang telah dicapai pada setiap program
kerja yang sudah direncanakan dari awal, atau dengan
membandingkan kinerja tahun sebelumnya sebagai standar.

Karena perencanaan dan pengendalian pada dasarnya
adalah satu dan sama, keduanya harus dipertimbangkan secara
bersamaan. Karena tidak ada tindak lanjut (follow-up) untuk
mengetahui apakah rencana organisasi telah dicapai,
perencanaan tidak berarti tanpa pengendalian. Sebaliknya,
tanpa perencanaan, tidak ada target atau rencana yang
digunakan sebagai pembanding. Perencanaan dan pengendalian
adalah siklus proses yang membuat satu tahap berhubungan
satu sama lain dan terintegrasi dalam suatu organisasi. Jones
dan Pendlebury (1996) membagi proses perencanaan dan
pengendalian manajerial untuk organisasi sektor publik menjadi
lima langkah: (1) Perencanaan tujuan dan sasaran dasar; (2)
Perencanaan operasional; (3) Penganggaran; (4) Pengendalian
dan pengukuran; dan (5) Pelaporan, analisis, dan umpan balik.

Menurut Jones dan Pendlebury (1996), berikut adalah
contoh proses pengendalian manajerial dan perencanaan dalam
organisasi sektor publik.
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Gambar 6.1. Proses Perencanaan Dan Pengendalian
Manajerial
Sumber: Jones, R. dan Pendleburry, M. (1996) Accounting for the
Public Sector.

6.6 Tujuan Akuntansi Manajemen Sektor Publik
Upaya untuk meningkatkan kinerja manajemen dan

meningkatkan akuntabilitas internal yang berdampak pada

masyarakat bukan tujuan utama akuntansi manajemen sektor

publik. Akuntansi manajemen sektor publik diatur oleh

pemerintah dengan tiga tujuan, yaitu:

1. Mengatur persyaratan untuk pengawasan keuangan
pemerintah.

2. Mengalokasikan sumber daya sesuai dengan prioritas
politik.

3. Menggunakan sumber daya negara dengan efisien.

Selain itu, tujuan akuntansi manajemen sektor publik
adalah untuk memfasilitasi pengambilan keputusan dalam
bidang ekonomi, sosial, dan politik melalui penyediaan data.
Ketiga komponen tersebut memiliki dampak yang signifikan
pada perusahaan sektor publik. Oleh karena itu, seluruh
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kegiatan perusahaan sektor publik dapat diawasi dengan baik
dengan akuntansi manajemen.

6.7 Peranan Teknologi Dalam Akuntansi

Manajemen Sektor Publik

Kehidupan masyarakat telah dipengaruhi oleh kemajuan
teknologi. Setiap organisasi, baik profit maupun nonprofit,
merasa perlu menerapkan teknologi di lingkungan kerja karena
tuntutan efisiensi waktu dan biaya. Dalam kebanyakan kasus,
penggunaan teknologi dalam sistem informasi organisasi
memiliki variasi sebagai berikut:
1. Mengurangi tingkat risiko;
2. Mengurangi pengeluaran;
3. Meningkatkan nilai;
4. Membangun realitas baru

Sudah jelas bahwa teknologi dapat membantu dalam
penerapan akuntansi manajemen di sektor publik. Sektor publik
menggunakan sistem akuntansi. Masyarakat selalu menuntut
transparansi pengelolaan keuangan lembaga publik. Akuntansi
sektor publik berfokus pada dua hal. Pertama, itu tentang
karakteristik lembaga. Oleh karena itu, karakteristik akuntansi
ini hanya berlaku untuk organisasi nonprofit yang tidak
menghasilkan keuntungan, seperti lembaga pemerintahan.
Kedua, akuntansi sektor publik berkonsentrasi pada tujuan
lembaga. Seperti namanya, akuntansi sektor publik hanya
menyediakan data tentang pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat. Pelayanan publik ini dilakukan dengan tujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

World Bank menyatakan bahwa interaksi antara warga
negara atau pelaku usaha dengan lembaga pemerintahan terus
meningkat seiring dengan munculnya teknologi informasi dan
komunikasi (ICT). Menurut definisi World Bank, e-government
(disingkat eGov) mengacu pada penggunaan teknologi informasi
oleh lembaga atau lembaga pemerintahan untuk mempermudah
dan meningkatkan kemampuan mereka untuk melakukan tugas
mereka.
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Meskipun E-Gov berfokus pada tiga aspek penting berikut
interaksi antara pemerintah dengan warganya (Government to
Citizens—G2C), interaksi antara pemerintah dengan bisnis
(Government to Business—G2B), dan interaksi antara lembaga
pemerintahan dan pemerintah sendiri (Government to
Government—GZ2G). Namun, beberapa pengamat menambahkan
aspek keempat, yaitu interaksi antara pemerintah dengan
karyawannya (Government to Employees—G2E).

1. Interaksi Antara Pemerintah dan Warga (Government to

Citizen-G2C)

Salah satu tujuan utama E-Gov adalah sektor ini, yang

memungkinkan pemerintah berinteraksi dengan rakyatnya.

Beberapa contoh interaksi ini termasuk (1) perizinan dan

sertifikasi yang diperbarui, (2) pembayaran pajak, dan (3)

akses ke informasi publik.

2. Interaksi Antara Pemerintah dan Pelaku Bisnis

(Government to Bussiness-G2B)

Sektor ini sangat penting karena dorongan bisnis untuk

mengurangi biaya melalui praktik pengadaan yang lebih

baik dan kompetisi. Beberapa teknik pembelian terkait
dengan hal berikut:

a. Pembayaran kepada pihak kontraktor berdasarkan
hasil pekerjaan dikenal sebagai kontrak berbasis
kinerja.

b. Pembayaran di muka kepada pihak kontraktor, seperti
memasang sistem komputer yang baru, dilakukan
melalui pembagian dalam kontrak penyimpanan.

c. Pelelangan balik adalah cara pelelangan secara
kompetitif untuk melakukan penawaran dan
permintaan untuk mencapai kesepakatan harga.

3. Interaksi Antara Lembaga Pemerintahan (Government to

Government-G2G)

Sektor ini lebih menunjukkan kekuatan e-Gov Kkarena

kebutuhan komunikasi antara pemerintah nasional,

provinsi, dan daerah.
4. Interaksi Antara Pemerintah dan Pegawai (Government to

Employee-G2E)
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Sektor ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan
kesejahteraan  karyawan  pemerintah. Salah  satu
implementasi G2E adalah (1) peningkatan kualitas sumber
daya manusia melalui sistem pengembangan karir pegawai
pemerintah; (2) pengelolaan berbagai tunjangan
kesejahteraan pegawai; dan (3) sistem asuransi kesehatan
dan pendidikan, serta tabungan dan dana pensiun.

Pada dasarnya, tujuan dari E-Government adalah untuk

meningkatkan kualitas proses pelayanan yang diberikan oleh
lembaga pemerintah kepada masyarakat melalui layanan yang
tersedia secara online. Sebenarnya hampir sama dengan etalase
yang menampilkan data statistik, potensi wisata, indeks prestasi
pemerintah, dan sumber daya daerah di situs web pemerintahan
resmi. Ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas,
transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah
terhadap pelayanan publik.
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BAB 7
SISTEM PENGENDALIAN
MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK

Oleh Ismawati

7.1 Pendahuluan
Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) sector publik
merupakan serangakaian mekanisme yang dirancang untuk
membantu organisasi publik mencapai tujuannya. SPM
membantu memastikan bahwa sumber daya digunakan secara
efisien dan efektif, operasi organisasi sesuai dengan peraturan
dan perundang-undangan yang berlaku, Tujuan dan sasaran
organisasi tercapai, serta akuntabilitas kepada publik terpenubhi.
SPM sektor publik memiliki beberapa karakteristik utama yaitu
berfokus pada penyediaan layanan berfokus pada penyediaan
layanan  publik yang berkualitas, mempertimbangkan
kepentingan publik, terkait dengan peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku, memiliki akuntabilitas yang tinggi
kepada publik.(Anthony and David W. Raiborn, 2016)
Tujuan utama SPM sektor publik adalah untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber
daya, akuntabilitas dan transparansi organisasi publik, kualitas
layanan publik, kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.
1. Perencanaan: Proses penetapan tujuan dan sasaran
organisasi.

2. Penganggaran: Proses mengalokasikan sumber daya untuk
mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

3. Pelaporan: Proses penyediaan informasi tentang kinerja
organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

4. Pengawasan: Proses memantau Kkinerja organisasi dan
mengambil tindakan korektif jika diperlukan.
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Tabel 7.1. Perbedaan SPM Sektor Publik dan Swasta

Aspek SPM Sektor | SPM Sektor
Publik Swasta
Tujuan Menyediakan Menimbulkan laba
layanan publik
yang berkualitas
Pemilik Masyarakat Pemegang saham
Akuntabilitas | Kepada publik Kepada pemegang
saham
Peraturan Terikat pada | Lebih fleksibel
peraturan dan | dalam aturan dan
perundang- regulasi
undangan yang
berlaku
Pengukuran | Fokus pada Fokus pada
Kinerja indikator ~ kinerja | indikator  kinerja
yang terkait | keuangan
dengan layanan
publik
Transparansi | Diwajibkan untuk | Tingkat
transparan dalam | transparansi
operasinya bervariasi
tergantung pada
jenis perusahaan

Sumber: Merchant and Stede (2014)

Contoh penerapan SPM Sektor Publik di Indonesia
1. Bidang Pendidikan

a. Penerapan

Kurikulum

Merdeka:

dengan kebutuhan dan potensi peserta didik.

b. Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS):
Membantu sekolah dalam membiayai operasional dan
meningkatkan mutu pendidikan.

c. Program Guru Penggerak: Meningkatkan kualitas
kepemimpinan dan pembelajaran di sekolah melalui

pelatihan dan pendampingan.
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2. Bidang Kesehatan

a.

b.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Memberikan akses
layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Program Pencegahan Stunting: Menurunkan angka
stunting melalui edukasi dan pemberian gizi seimbang
kepada anak balita. Pembangunan Fasilitas Kesehatan:
Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di
daerah terpencil.

3. Bidang Infrastruktur

a.

Pembangunan Jalan, Jembatan, dan Pelabuhan:
Meningkatkan konektivitas antar wilayah dan
mendorong pertumbuhan ekonomi.

Penyediaan Air Minum Bersih dan Sanitasi:
Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas
hidup.

Program Perumahan Rakyat: Membantu masyarakat
berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang
layak.

4. Bidang Pelayanan Publik

a.

Pelayanan Perizinan Terpadu Berusaha (PTSP):
Mempermudah dan mempercepat proses perizinan
usaha.

Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil):
Menyediakan layanan dokumen kependudukan yang
mudah diakses.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Online:
Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam
mengakses berbagai layanan publik secara online.

5. Bidang Pengentasan Kemiskinan:

a.

Program Keluarga Harapan (PKH): Memberikan
bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin untuk
meningkatkan kesejahteraan.

Program Kartu Indonesia Sehat (KIS): Memberikan
akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
Program Bantuan Langsung Tunai (BLT): Memberikan
bantuan tunai kepada masyarakat yang terdampak
pandemi COVID-19.
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7.2 Konsep Dasar Sistem Pengendalian Manajemen
Sektor Publik

Sistem pengendalian manajemen sektor publik
merupakan suatu aktifitas pengendalian organisasi dalam
membuat strategi organisasi secara efesien dan efektif untuk
mencapai tujuan organisasi. Menurut (Mardiasmo, 2018)
terdapat 7 aktivitas dalam pengendalian manajemen di sektor
publik :

1. Perencanaan
Pada tahapan perencanaan suatu organisasi menetapkan
tujuan dan sasaran yang jelas dan terukur, menggambarkan
strategi untuk mencapai tujuan tersebut dan menyusan
rencana yang detail serta terjadwal

2. Koordinasi
Tahapan Koordinasi yaitu menyelaraskan kegiatan dan
sumber daya antar unit organisasi, memastikan komunikasi
yang efektif antar pihak terkait, dan mencegah duplikasi dan
pemborosan.

3. Komunikasi
Tahap Komunikasi Informasi dengan mengumpulkan dan
menganalisis data yang relevan serta menyediakan
informasi yang akurat dan tepat waktu pada pengambilan
keputusan

4. Pegambilan keputusan
Pada Tahapan pengambilan keputusan suatu organisasi
mendukung pengmbilan keputusan yang efektif dan efesien
dan memberikan analisis resiko dan alternatif solusi

5. Motivasi
Pimpinan organisasi berupaya meningkatkan motivasi
kinerja karyawan dan menciptakan budaya Kkerja yang
positif dan surportif.

6. Pengendalian
Memantau kinerja organisasi terhadap tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi masalah yang
terjadi

7. Penilaian Kinerja
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7.3 Tipe Pengendalian Manajemen
Tipe pengendalian manajemen menurut (Hood,

2011)dapat dkategorikan dalam tiga kelompok yaitu:

1. Pengendalian preventif
pada tahap ini pengendalian manajemen berkaitan dengan
perumusan strategi dan perencanaan strategi yang
dijabarkan dalam bentuk program-program.

2. Pengendalian operasional
Tahap ini pengendalian manajemen terkait dengan
pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan
melalui alat berupa anggaran. Anggaran digunakan untuk
menghubungkan perencanaan dan pengendalian

3. Pengendalian kinerja
Tahap ini pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi
kinerja berdasarkan tolak wukur Kkinerja yang telah
ditetapkan

7.4 Struktur Pengendalian Manajemen
Struktur pengendalian manajemen (SPM) merupakan
elemen-elemen yang membentuk sistem pengendalian
manajemen yang terdiri atas pusat-pusat pertanggungjawaban.
Struktur ini dirancang untuk membantu organisasi mencapai
tujuannya dengan cara yang efisien dan efektif, serta
meningkatkan akuntabilitas kepada publik. (Bhimani and A.
Barry, 2017)Elemen-elemen struktur pengendalian manajemen
sebagai berikut:
1. Pusat Biaya
Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawban yang prestasu
manjernya dinilai berdasarkan biaya yang telah
dikeluarkan. Satu unit organisasi disebut sebagai pusat
biaya apabila ukuran kinerja dinilai berdasarkan biaya yang
teah digunakan bukan nilai output yang dihasilkan.
2. Pusat Pendapatan
Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang
prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang
dihasilkan
3. Pusat Laba
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Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang
membandingkan input dengan output dalam satuan
moneter. Kinerja manajer dinilai berdasarkan laba yang
dihasilkan

Pusat Investasi

Pusat Investasi adalah pusat pertanggugjawaban yang
prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang
dihasilkan dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan
pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya.

7.5 Proses Sistem Pengendalian Manajemen Sektor

Publik
Siklus SPM sektor publik merupakan rangkaian tahapan

yang berkelanjutan dan saling terkait untuk mencapai tujuan
organisasi dan meningkatkan akuntabilitas kepada publik.
(Lapsley and Walker, 2018)

7.5.1 Tahapan Proses Sistem Pengendalian Manajemen

1.

2.
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Sektor Publik
Penetapan Tujuan dan Strategi:
Tahap ini merupakan titik awal dari siklus SPM. Pimpinan
organisasi, dengan melibatkan pemangku kepentingan
terkait, harus menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran
organisasi yang SMART (Specific, Measurable, Achievable,
Relevant, dan Time-bound). Visi, misi, tujuan, dan sasaran
ini harus jelas, terukur, dapat dicapai, relevan dengan
kebutuhan masyarakat, dan memiliki batas waktu yang
jelas. Penetapan tujuan dan strategi harus dilakukan dengan
mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal
organisasi, seperti sumber daya yang tersedia, kondisi
ekonomi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pimpinan organisasi harus mengkomunikasikan visi, misi,
tujuan, dan strategi organisasi kepada seluruh anggota
organisasi agar semua pihak memahami dan berkomitmen
untuk mencapainya.
Penyusunan Anggaran



Tahap ini berfokus pada penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) yang memuat perkiraan kebutuhan sumber
daya untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam
tahap penetapan tujuan dan strategi. RKA harus disusun
secara partisipatif dengan melibatkan unit kerja terkait.
Penyusunan RKA harus memperhatikan efisiensi dan
efektivitas penggunaan anggaran. RKA harus disetujui oleh
pimpinan organisasi sebelum dilaksanakan.

Pelaksanaan Anggaran

Tahap ini merupakan tahap implementasi RKA. Unit kerja
pelaksana harus melaksanakan program dan kegiatan
sesuai dengan perencanaan dan penganggaran. Penting
untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan anggaran secara berkala. Hal ini untuk
memastikan bahwa program dan kegiatan berjalan sesuai
dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Jika
terjadi penyimpangan Kkinerja, maka perlu dilakukan
tindakan korektif dan preventif.

Pelaporan Kinerja:

Tahap ini berfokus pada penyusunan laporan kinerja yang
memuat capaian kinerja program dan kegiatan yang telah
dilaksanakan. Laporan kinerja harus disusun secara akurat,
objektif, dan mudah dipahami. Laporan Kkinerja harus
disampaikan kepada pimpinan organisasi secara berkala.
Pimpinan organisasi harus menganalisis laporan kinerja
untuk mengetahui tingkat pencapaian target dan
mengidentifikasi potensi masalah.

Pengendalian Kinerja:

Tahap ini merupakan tahap di mana pimpinan organisasi
melakukan pengendalian terhadap kinerja organisasi.
Pimpinan organisasi harus membandingkan capaian kinerja
dengan target yang telah ditetapkan Jika terjadi
penyimpangan kinerja, maka perlu dilakukan tindakan
korektif dan preventif. Tindakan korektif dan preventif
harus dilakukan secara sistematis dan terukur.

Penilaian Kinerja:

Tahap ini merupakan tahap di mana pihak independen
melakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan
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efektivitas SPM secara keseluruhan. Pihak independen
dapat berupa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau
auditor eksternal. Penilaian kinerja harus dilakukan secara
objektif dan akuntabel. Hasil penilaian kinerja harus
digunakan untuk menyusun rekomendasi perbaikan SPM di
masa depan.

7.5.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Siklus
SPM
Efektivitas siklus pada sistem pengendalian manajemen
disektor publik dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Komitmen pimpinan organisasi: Pimpinan organisasi harus
berkomitmen untuk menerapkan SPM secara konsisten dan
berkelanjutan.

2. Keterlibatan pemangku kepentingan: Semua pihak yang
berkepentingan harus dilibatkan dalam proses SPM, mulai
dari perencanaan hingga evaluasi.

3. Kualitas data dan informasi: Data dan informasi yang
digunakan dalam SPM harus akurat, lengkap, dan terkini.

4. Kompetensi sumber daya manusia: Sumber daya manusia
yang terlibat dalam SPM harus memiliki kompetensi yang
memadai.

5. Sistem dan prosedur yang efektif: Sistem dan prosedur yang
digunakan dalam SPM harus efektif dan efisien.

7.5.3 Manfaat Penerapan Siklus SPM yang Efektif:

1. Meningkatkan pencapaian tujuan organisasi.

2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber
daya.

3. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi organisasi.

4. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

7.6 Tantangan dan Isu dalam Penerapan Sistem

Pengendalian Manajemen Sektor Publik
Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen (SPM)
sektor publik di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa
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tantangan dan isu yang kompleks. Berikut beberapa poin
pentingnya:
1. Kurangnya Budaya Akuntabilitas dan Transparansi
Masih banyak pejabat publik yang belum memahami

makna akuntabilitas dan transparansi secara menyeluruh.
Budaya "asal-jadi" dan "tidak mau bertanggung jawab"
masih  marak di lingkungan organisasi  sektor
publik.Kurangnya sistem dan mekanisme yang menjamin
akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan
dan sumber daya publik. Beberapa hal yang dapat dilakukan
dalam mengatasi masalah tersebut:

a. Memperkuat komitmen pimpinan: Pimpinan organisasi
harus memberikan contoh dan teladan dalam
menerapkan budaya akuntabilitas dan transparansi.

b. Membangun sistem pelaporan yang transparan: Sistem
pelaporan keuangan dan kinerja harus dibuat
transparan dan mudah diakses oleh publik.

c. Meningkatkan partisipasi masyarakat: Masyarakat
harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan
dan pelaksanaan SPM.

d. Menerapkan sanksi tegas terhadap pelanggaran:
Memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran
terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi.

e. Melakukan edukasi dan pelatihan: Memberikan edukasi
dan pelatihan kepada seluruh anggota organisasi
tentang pentingnya akuntabilitas dan transparansi.

2. Lemahnya Sistem Pengukuran Kinerja:

Belum ada standar pengukuran kinerja yang jelas
dan terukur untuk semua unit kerja di sektor publik. Sistem
pengukuran kinerja yang ada seringkali tidak efektif dan
tidak sesuai dengan tujuan organisasi. Kurangnya data dan
informasi yang akurat untuk mendukung pengukuran
kinerja. Lemahnya pengukuran kinerja dapat diatasi dengan
hal berikut:

a. Mengembangkan indikator kinerja yang jelas dan
terukur: Indikator kinerja harus ditetapkan dengan
jelas dan terukur, serta sesuai dengan tujuan organisasi.
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b. Membangun sistem pengumpulan data yang akurat:
Sistem pengumpulan data yang akurat dan terstruktur
harus dibangun untuk mendukung pengukuran kinerja.

c. Menggunakan teknologi informasi: Teknologi informasi
dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas pengukuran kinerja.

d. Melakukan evaluasi berkala: Evaluasi berkala terhadap
sistem pengukuran kinerja harus dilakukan untuk
memastikan keefektifannya.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Keuangan

Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang

pengendalian manajemen di sektor publik. Anggaran yang

dialokasikan untuk implementasi SPM masih terbatas.

Kurangnya  pelatihan dan pengembangan  untuk

meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang

pengendalian manajemen. Ada beberapa hal yang dapat
dilakukan dalam mengatasi keterbatasan sumber daya
manusia dan keuangan yaitu:

a. Meningkatkan anggaran untuk SPM: Anggaran yang
dialokasikan  untuk implementasi SPM  perlu
ditingkatkan untuk mendukung pengadaan sumber
daya manusia dan infrastruktur yang memadai.

b. Merekrut dan melatih SDM yang kompeten: Melakukan
rekrutmen dan pelatihan SDM yang kompeten di bidang
pengendalian manajemen dan sistem informasi.

c. Memanfaatkan kerjasama antar instansi: Kerjasama
antar instansi pemerintah dapat dilakukan untuk saling
berbagi sumber daya manusia dan keuangan.

d. Mendorong partisipasi sektor swasta: Sektor swasta
dapat dilibatkan dalam membantu penyediaan sumber
daya manusia dan keuangan untuk implementasi SPM.

Kurangnya Koordinasi Antar Instansi Pemerintah

Kurangnya koordinasi dan sinergi antar instansi pemerintah
dalam implementasi SPM. Belum ada sistem yang jelas
untuk mengelola dan memantau pelaksanaan SPM di
seluruh sektor publik. Kurangnya komunikasi dan informasi



5.

antar instansi pemerintah terkait dengan SPM. Hal tersebut

dapat diatasi dengan:

a. Membentuk tim koordinasi SPM: Tim koordinasi SPM
perlu dibentuk untuk memastikan koordinasi antar
instansi pemerintah dalam implementasi SPM.

b. Membuat standar dan pedoman SPM: Standar dan
pedoman SPM yang seragam perlu dibuat untuk
memastikan keseragaman dalam implementasi SPM di
seluruh sektor publik.

c. Melakukan komunikasi dan sosialisasi: Komunikasi dan
sosialisasi tentang SPM perlu dilakukan secara berkala
kepada seluruh instansi pemerintah.

d. Melakukan monitoring dan evaluasi: Monitoring dan
evaluasi terhadap pelaksanaan SPM perlu dilakukan
secara berkala untuk memastikan efektivitasnya.

Intervensi Politik
Intervensi politik dalam proses pengambilan keputusan dan
pelaksanaan SPM dapat mengganggu efektivitas dan
akuntabilitas organisasi sektor publik. Kepentingan politik
terkadang mendominasi daripada kepentingan publik dalam
pengelolaan organisasi sektor publik.Kurangnya
independensi organisasi sektor publik dalam menjalankan
tugas dan fungsinya. Ada beberapa cara yang dapat
dilakukan dalam mengatasi hal tersebut:

a. Memperkuat independensi organisasi: Independensi
organisasi sektor publik dalam menjalankan tugas dan
fungsinya perlu diperkuat.

b. Membuat aturan yang jelas tentang intervensi politik:
Aturan yang jelas tentang intervensi politik dalam
proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan SPM
perlu dibuat.

c. Meningkatkan peran masyarakat sipil: Masyarakat sipil
dapat berperan dalam mengawasi dan mengontrol
intervensi politik dalam SPM.

d. Mendorong reformasi birokrasi: Reformasi birokrasi
perlu dilakukan untuk menciptakan birokrasi yang
profesional dan bebas dari intervensi politik.
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7.7 Penutup

Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) sektor publik
merupakan instrumen penting bagi organisasi sektor publik
untuk mencapai tujuannya dan meningkatkan akuntabilitas
kepada publik. Penerapan SPM yang efektif dapat membantu
organisasi sektor publik:

1. Meningkatkan pencapaian tujuan organisasi: Dengan
menetapkan tujuan yang jelas dan terukur, serta memantau
dan mengevaluasi pencapaiannya secara berkala, organisasi
sektor publik dapat memastikan bahwa mereka mencapai
tujuan yang telah ditetapkan.

2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber
daya: SPM membantu organisasi sektor publik untuk
menggunakan sumber dayanya secara lebih efisien dan
efektif, sehingga dapat menghemat biaya dan meningkatkan
kualitas pelayanan publik.

3. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi: SPM
membantu organisasi sektor publik untuk lebih transparan
dan akuntabel kepada publik dengan menyediakan
informasi tentang kinerja dan penggunaan sumber daya
publik.

4. Meningkatkan kepercayaan publik: Penerapan SPM yang
efektif dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap
organisasi sektor publik, sehingga masyarakat lebih yakin
untuk memanfaatkan pelayanan publik yang disediakan.

Meskipun penerapan SPM sektor publik di Indonesia
masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan isu, namun
dengan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, penerapan
SPM dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan organisasi dan
meningkatkan akuntabilitas kepada publik.

90



DAFTAR PUSTAKA

Anthony, R. N. and David W. Raiborn (2016) Management
control systems. 15th ed. New York: McGraw-Hill /Irwin.

Bhimani and A. Barry (2017) Management control systems for
public sector organizations. Routledge. New York.

Hood, C. (2011) ‘A stream of management research for public
service  organizations:  Accounting,  performance
measurement and control’, Journal of Public
Administration, 50(4), pp. 455-469.

Lapsley, R. and Walker, D. T. (2018) Public sector accounting and
financial management: A Canadian perspective. 6th ed.
Toronto: Pearson Canada.

Mardiasmo (2018) Akuntansi Sektor Publik. Edisi Terb. Edited by
Mardiasmo. Yogyakarta: ANDI.

Merchant, K. A. and Stede, W. a vander (2014) Sistem
Pengendalian Manajemen Pengukuran Kinerja, Evaluasi
dan Insentif. Salemba Empat.

91



92



BAB 8
JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR
PUBLIK

Oleh Sarsiti

8.1 Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan konsep garis anggaran untuk
penjualan dua (2) barang atau lebih (Basuki, 2019). Anggaran
yang dibuat secara langsung mengaitkan semua tindakan yang
akan dilakukan dan secara langsung mengaitkan seluruh unit
dan bagian. Oleh karena itu, sebelum membuat anggaran, sangat
disarankan untuk memberikan penjelasan tentang arah dan
tujuan perusahaan agar masing-masing dapat membuat rencana
aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut.

Anggaran pemerintah adalah dokumen formal dari hasil
kesepkatan antara eksekutif dan legislatif untuk melaksankan
kegiatan pemerintah beserta kegiatan lain yang mendukungnya
(PP Nomor 71 Tahun 2010). Anggaran berisi rencana mengenai
pendapatan, pembiayaan, belanja dan transfer yang tersusun
secara sistematis untuk jangka waktu tertentu dan diukur dalam
satuan rupiah.

Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa anggaran adalah
pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai
selama periode waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan
moneter. Sedangkan anggaran sektor publik merupakan
instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan
pelaksanaan program yang dibiayai dengan dana publik.
Anggaran memberi informasi mengenai rencana organisasi
untuk masa depan dan bentuk anggrana sektor publik
merupakan dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan
suatu organisasi yang berisis mengenai pendapatan, belanja,
dan pengeluaran.
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Anggaran berfungsi sangat penting yaitu sebgaia alat
pengendalian manajemen (Mahmudi, 2016). National Committee
on Governmental Accounting (NCGA) menyatakan anggaran
sebagai rencana operasi keuangan meliputi estimasi
pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang
diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu
(Haruman, 2010).

8.2 Manfaat Anggaran
Menurut Agustino, Leo. (2014) ada beberapa manfaat
dari penggunaan anggaran untuk bisnis, yaitu:

1. Menghasilkan rencana terintergrasi artinya seluruh rencana
kegiatan akan berhubungan satu dengan yang lain karena
kegiatan-kegiatan yang bersangkutan membutuhkan biaya,
dengan demikian dalam menyusun anggaran harus
menyangkut seluruh kegiatan perusahaan.

2. Memberikan arahan tentang cara melaksanakan kegiatan

Ada alat pengawasan yang baik untuk membandingkan cara

menghitung penilaian realisasi (evaluasi) hasil kegiatan

perusahaan di masa depan.

Ada alat untuk menilai kegiatan perusahaan.

4. Perusahaan yang memiliki anggaran untuk kegiatan
operasional dapat melakukan penilaian rutin setelah
menyelesaikannya

w

Selain memberi manfaat anggaran juga memiliki
beberapa kekurangan (Nafarin, 2004) yaitu;

1. Penyusunan anggaran menggunakan asumsi dan taksiran
sehinggan merupakan hal yang belum pasti;

2. Penyusunan memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang
banyak maka tidak semua perusahaan mampu menyusun
anggaran secara akurat dan lengkap;

3. Pelaksanaan anggaran menjadi kurang efektif jika pihak-
pihak merasa terpaksa untuk melaksanakan anggaran
tersebut.
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Siska, Adila juita & Nono Afriyanto, (2018) membuktikan
bahwa anggaran dapat dijadikan alat untuk mengukur prestasi
serta bisa dikoordinasikan, dihubungkan dan diintergrasikan ke
rencana operasional organisasi sehinggan target akan
terlaksana secara efektif dan efisien. Anggaran bisa sebagai alat
pengali manajemen untuk mewujudkan tujuan organisasi
dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.

8.3 Fungsi anggaran
Beberapa fungsi anggaran menurut Mardiasmo
(2018:78-83), antara lain:

8.3.1 Alat perencanaan

Anggaran difungsikan sebagai rencana tindakan apa yang
akan dilakukan oleh suatu organisasi serta digunakan untuk
jumlah biaya dan hasilnya apa dari belanja ini, artinya bahwa
anggaran dapat difungsikan sebagai penentu tujuan, serta
sasaran kebijakan yang sesuai visi dan misi dari pemerintah dan
anggaran bisa merencanakan berbagai program serta kegiatan
dalam mencapai tujuan organisasi beserta alternatif
pembiayaannya. Anggaran akan digunakan untuk pengalokasian
dana untuk berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.
Anggaran akan digunakan untuk sebagai penentu indikator
kinerja dan strategi yang akan dicapai.

8.3.2 Alat pengendalian

Anggaran berfungsi sebagai pengontrol untuk mencegah
pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran yang tidak sesuai
dengan tujuan, pengeluaran yang terlalu rendah, atau
pengeluaran yang terlalu banyak. Anggaran sektor publik
berfungsi sebagai kontrol manajemen untuk memastikan bahwa
pemerintah memiliki dana yang cukup untuk memenuhi
kewajibannya. Anggaran juga digunakan untuk memantau
keadaan keuangan dan pelaksanaan inisiatif atau program
pemerintah. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk
mengawasi anggaran sektor publik:
1. Dibandingakan antara anggaran dengan realisasi,
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2. Membandingkan selisih anggaran,

3. ada alasan untuk ketika ada selisih antara yang dapat
diperbaiki dan tidak dapat diperbaiki dan

4. melakukan perubahan terhadap target dan standar biaya
untuk tahun berikutnya.

8.3.3 Alat kebijakan fiskal

Anggaran sektor publik membantu membuat prediksi
dan estimasi ekonomi karena membantu mengetahui arah
kebijakan fiskal pemerintah dan menstabilkan dan mendorong
pertumbuhan ekonomi.

8.3.4 Alat politik

Anggaran merupakan dokumen politik yang berfungsi
sebagai kesepakatan legislatif dan komitmen eksekutif untuk
menggunakan dana publik untuk kepentingan tertentu.
Anggaran akan digunakan untuk menentukan jumlah biaya yang
diperlukan serta prioritas apa yang harus dilakukan. Manajer
publik membutuhkan keterampilan negosiasi yang baik,
kemampuan untuk membangun koalisi, keahlian bernegosiasi,
dan keahlian manajemen keuangan sektor publik. Anggaran
bukan hanya masalah teknik. Akibatnya, kegagalan anggaran
dapat menjatuhkan pemerintahan dan reputasinya.

8.3.5 Alat koordinasi dan komunikasi

Dengan menggunakan dokumen anggaran yang lengkap,
sebuah bagian, unit kerja, atau departemen yang merupakan
sub-organisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan
apa yang akan dilakukan oleh bagian atau unit kerja lainnya.
Seluruh bagian pemerintah dapat berkomunikasi dan bekerja
sama dengan bantuan anggaran.

8.3.6 Alat penilaian kinerja

Bagaimana kinerja eksekutif dinilai melalui pencapaian
target anggaran, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan anggaran.
Penilaian kinerja manajer publik saat ini didasarkan pada
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pencapaian hasil yang sesuai dengan anggaran. Penganggaran sa
ngat penting untuk mengevaluasi dan mengawasi kinerja.

8.3.7 Alat Motivasi

Anggaran bias menjadi sarana untuk mendorong manajer
dan karyawan mereka agar mencapai tujuan dan sasaran
organisasi secara ekonomis, efektif, dan efisien. Namun,
anggaran harus menantang agar bisa memotivasi karyawan.

8.3.8. Alat menciptakan ruang publik

Parsitipasi organisasi nonpemerintah (LSM, Perguruan
Tinggi, Organisasi Keagamaan) adalah penting dalam proses
penganggaran publik. Partisipasi masyarakat dalam proses
perencanaan anggaran bisa melalui partisipasi langsung
maupun tidak langsung. Partisipasi aktif dapat dilihat dalam
penyusunan rencana Kkerja pemerintah (daerah) dan
pembangunan. Di sisi lain, keterlibatan secara tidak langsung
bisa terwujud melalui perwakilan mereka di lembaga legislatif
(DPR/DPRD).

Fungsi anggaran Sektor Publik yang disajikan oleh
Madiasmo ini juga sama dengan halnya menurut Sujarweni, et
al. (2015, h.31).

8.4 Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik
Anggaran dilihat dari jenis pengeluaran, dapat dibedakan
menjadi dua (2) (Mardiasmo, 2018), yaitu:

8.4.1 Anggaran Operasional

Pengeluaran ini diperuntukkan untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari pemerintahan. Pengeluaran reguler
adalah jenis pengeluaran yang dimasukkan ke dalam anggaran
operasional pemerintah. Pengeluaran ini bermanfaat untuk satu
tahun anggaran saja dan tidak bisa menambah aset atau
kekayaan pemerintah. Pengeluaran ini pengeluaran yang terjadi
setiap tahun beberapa kali, karena itulah disebut sebagai rutin.
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8.4.2 Anggaran Modal

Rencana anggaran ini mencakup alokasi dana untuk

aktiva tetap seperti bangunan, peralatan, kendaraan, dan
perabotan di masa yang akan datang. Biasanya pinjaman
digunakan untuk investasi modal yang besar. Belanja investasi
atau modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung
melebihi satu tahun anggaran. Hal ini akan meningkatkan aset
atau kekayaan negara dan selanjutnya memperbesar anggaran
operasi dan pemeliharaan.

Sistem perencanaan anggaran publik menurut Mahmudi,

(2016) ada beberapa pendekatan tersebut, antara lain:

1.
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Line Item Budget

Sistem anggaran line item budget menampilkan
biaya berdasarkan masukan atau sumber daya yang dipakai.
Sistem ini berfokus pada masukan dan menunjukkan biaya
yang lebih rendah, tetapi tidak dapat melaporkan
pelaksanaan anggaran karena tidak ada hubungan antara
input dan output. Kelemahan sistem line item budget adalah
bahwa mereka lebih terfokus pada keputusan tentang
masukan daripada mengukuhkan uang. Item line budget
memiliki banyak keuntungan, seperti mudah digunakan dan
mudah dikelola, cukup untuk mengontrol input, membantu
dalam perencanaan, dan memenubhi prioritas.
Incremental Budget

Sistem anggaran yang disebut incremental adalah
sistem anggaran yang hanya menaikkan atau menurunkan
anggaran sesuai data anggaran tahun sebelumnya sebagai
dasar perencanaan tahun ini, atau sebagai dasar
perencanaan tahun mendatang. Logika sistem ini adalah
keseimbangan  bertahap, operasi sehari-hari, dan
kelangsungan bisnis. Keunggulan dari sistem incremental
budget adalah sesuai untuk penganggaran kegiatan sehari-
hari dan yang sedang berlangsung seperti administrasi
kantor, pemeliharaan dan pekerjaan organisasi umum.
Kelemahan sistem incremental budget adalah anggaran
tahun sebelumnya digunakan sebagai dasar anggaran, dan
anggaran tersebut seringkali berlipat ganda.



3. Planning, Programming, Budgeting System (PPBS)

Sistem yang mana anggaran yang penentuan jumlah
anggaran disesuaikan dengan suatu rencana disebut
planning, progamming, budgeting system (PPBS), juga
dikenal sebagai progamme budgeting. Anggaran yang
diperlukan untuk setiap program disesuaikan dengan
rencana aksi PPBS. PPBS terdiri dari dua bagian utama.
Struktur program terdiri dari kerangka konseptual yang
menghubungkan sumber daya, program, dan kegiatan
dengan tujuan. Perangkat lunak analisis mengawasi analisis
manfaat biaya dan alokasi anggaran untuk setiap program.

4. Zero Based Budget (ZBB)

Penganggaran berbasis nol (ZBB) adalah sistem
penganggaran yang membuat anggaran baru untuk setiap
anggaran sehingga dapat dimulai dari nol. Kelebihan dari
penganggaran berbasis nol adalah bahwa itu dapat
mengurangi anggaran yang mubazir dan terbuang percuma
karena anggaran didasarkan pada kebutuhan nyata dan
bukan program yang berulang. Sulit untuk mengatur dan
menjalankan kelemahan ZBB. Rencana dan kegiatan bisnis
mungkin tidak baru dan tidak perlu dimulai dari awal.

5. Performance Budget

Anggaran kinerja, juga dikenal sebagai anggaran
berbasis kerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengatur
hubungan antara input (anggaran) dan hasil yang
diharapkan (output) dari kegiatan dan program, serta
dampak yang dihasilkan dari pencapaian keluaran dan hasil.

Sistem perencanaan anggaran sektor publik telah
mengalami banyak perubahan dan perkembangan akibat dari
upaya pemerintah dalam meningkatkan tata kelola
pemerintahan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan
(Adhi Kuncoro, Abdul Hakim & Mochmamad Makmur, 2019).
Setelah dijadikan Undang-Undang pada tahun 2003, sistem
keuangan negara terus diperbaiki setelah disahkan menjadi
hukum. Dalam hal perencanaan, Undang-Undang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional berperan sebagai panduan
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bagi pemerintah pusat dan daerah di Indonesia untuk
menerapkan proses perencanaan.

Menurut Mardiasmo (2002), ada dua pendekatan yang
berbeda yang digunakan oleh berbagai negara untuk
perencanaan dan penganggaran sektor publik. Pendekatan
manajemen sektor publik yang baru berfokus pada kinerja, atau
penganggaran berbasis kinerja. Anggaran konvensional masih
digunakan di negara-negara berkembang, meskipun negara-
negara maju telah meninggalkannya. Salah satu karakteristik
utama anggaran tradisional adalah bahwa anggaran disusun
dengan pendekatan incrementalism dan memiliki struktur yang
berfokus pada line item.

Struktur anggaran tradisional tidak mampu menyajikan
secara spesifik jumlah dana yang dialokasikan untuk setiap
kegiatan. disamping itu, struktur tersebut tidak mampu
menjelaskan rencana dan kegiatan yang akan dilaksanan.
Diharapkan bahwa pendekatan kinerja akan mengatasi
kekurangan penganggaran konvensional, yang seringkali tidak
memiliki standar untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja
organisasi sektor publik dalam mencapai tujuan dan sasaran.
Metode ini tidak hanya fokus pada konsep uang dan
pengawasan output kinerja, teteapi juga menekankan pada
menetapkan prioritas tujuan dan menggunakan metode
pengambilan keputusan yang terstruktur dan rasional.

Anggaran kinerja berorientasi pada tujuan dan sasaran
kinerja, sehingga anggaran yang dialokasikan digunakan sebagai
alat untuk mencapai tujuan tersebut dan menilai kinerja
berdasarkan efektifitas penggunaan anggaran dan value for
money (Mardiasmo (2002).

Menurut Mardiasmo (2009), anggaran berbasis kinerja
adalah sistem penganggaran yang lebih mempertimbangkan
pencapaian hasil, kinerja, atau output daripada biaya atau input
yang telah dialokasikan melalui mekanisme perencanaan.
Anggaran berbasis kinerja sangat menghargai pencapaian hasil
kinerja secara efisien, ekonomis, dan efektif. Kinerja output
harus dipantau dan dialokasikan sesuai dengan tujuan serta
memprioritaskan kebijaksanan dalam pengambilan keputusan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004
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Tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran bagi Kementerian

Negara atau Lembaga, terdapat tiga komponen utama yang

diperlukan oleh pemerintah untuk menerapkan penganggaran

berbasis kinerja:

1. Indikator Kinerja.
Dalam menevaluasi keberhasilan suatu program atau
kegiatan, indikator kinerja dapat berupa indikator kinerja
utama pada tingkat program. Indikator kinerja kegiatan
pada tingkat kegiatan, dan indikator keluaran pada level
subkegiatan.

2. Standar Biaya
Standar biaya terdiri dari standar biaya masukan yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan standar biaya
khusus yang ditetapkan oleh kementerian atau lembaga.
Biaya dapat dimanfaatkan saat proses perencanaan dan
penyusunan anggaran. Standar biaya adalah perkiraan biaya
dan patokan teratas untuk menyelesaikan kegiatan.

3. Penilaian Kinerja.
Evaluasi kinerja dapat membantu dalam menilai dan
mengidentifikasi masalah yang terkait dengan pelaksanaan
kebijakan serta memberikan masukan tentang seberapa
efektif dan efisien program atau kegiatan tersebut.

Menurut Mardiasmo (2009), sistem pengukuran kinerja
sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk
mengevaluasi pencapaian suatu strategi dengan menggunakan
ukuran finansial dan non finansial. Tujuan dari pengukuran
tersebut bertujuan adalah untuk membantu pemerintah dalam
meningkatkan kinerjanya, meningkatkan kemampuan dalam
mengalokasikan sumber daya, meningkatkan tanggung jawab
publik, serta meningkatkan komunikasi didalam kelembagaan.
Mardiasmo (2009) manyatakan bahwa dalam menentukan
indikator kinerja perlu dipertimbangkan hal-hal berikut:

1. Sistem perencanaan serta pengendalian yang diterapkan
2. Spesifikasi teknis dan pengendalian

3. Keahlian teknis serta profesionalisme

4. Mekanisme yang berkaitan dengan ekonomi dan pasar
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5. Cara kerja sumber daya manusia.

Indikator kinerja dapat memainkan peran penting di
berbagai aspek dalam organisasi sektor publik (Mardiasmo,
2009) seperti:

Membantu menguraikan tujuan organisasi

Membantu dalam mengevaluasi pencapaian target akhir
Membantu dalam penyusunan insentif bagi manajer
Memberikan kesempatan kepada pengguna layanan publik
untuk membuat pilihan mereka sendiri

Menunjukkan tingkat kinerja yang diharapkan.
Menunjukkan efektifitas

7. Membantu dalam menentukan pengakrualan.

B W=

o u

Beberapa lembaga sektor publik menggunakan berbagai
indikator kinerja sesuai dengan jenis layanan dan kontribusi
mereka kepada masyarakat.

8.5 Siklus Anggaran Sektor Publik

Siklus anggaran sektor Publik adalah rentang waktu
mulai dari penyusunan anggaran hingga pengesahan anggaran
oleh undang-undang. Menurut Mardiasmo (2018:87-89), siklus
anggaran terdiri dari empat tahap yaitu:

8.5.1 Persiapan Anggaran

Saat melakukan persiapan anggaran, pengeluaran
dihitung dengan cara mengalikan pendapatan yang tersedia.
Sebelum menyetujui perkiraan pengeluaran, penting untuk
melakukan perkiraan pendapatan yang lebih akurat. Ketika
membuat keputusan tentang anggaran pengeluaran, penting
untuk diingat bahwa estimasi anggaran pendapatan juga dapat
menimbulkan masalah yang cukup berbahaya.

8.5.2 Ratifikasi Anggaran

Saat ini, kepala eksekutif harus mampu memberi jawaban
dan alasan yang masuk akal terhadap segala pertanyaan dan
kritik dari lembaga legislatif.
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8.5.3 Pelaksanaan Anggaran

Saat ini, sistem informasi akuntansi dan pengendalian
maanjemen sangat krusial bagi manajer keuangan publik.
Mereka memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan sistem
akuntansi yang memadai dan dapat dipercaya untuk
perencanaan dan pengendalian anggaran yang sudah disepakati,
serta untuk tahap penyusunan anggaran.

8.5.4 Laporan dan Penilaian

Pada saat ini, masalah akuntabilitas berkaitan dengan
anggaran. Apabila pelaksanaan dijalankan dengan dukungan
sistem akuntansi dan pengendalian manajemen yang baik, maka
tidak akan terjadi kendala pada tahap pelaporan dan evaluasi
anggaran.

8.6 Pendekatan Penyusunan Anggaran
Menurut Mardiasmo (2011:63), ada tiga cara pendekatan
untuk membuat anggaran, yaitu:
8.6.1 Pendekatan dari atas ke bawah (Top down approach)
Mengacu pada pendekatan yang dimulai dari tingkat
tertinggi atau yang paling umum kemudian turun ke tingkat
yang lebih spesifik. Dalam penentuan anggaran ini, manajemen
senior menetapkan anggaran untuk tingkat yang lebih rendah,
sehingga pelaksana hanya bisa melakukan hal-hal yang sudah
ditetapkan. Karena kurangnya komitmen dari pembuat
anggaran, metode ini jarang berhasil dan dapat membahayakan
keberhasilan rencana anggaran.

8.6.2 Pendekatan dari bawah ke atas (Bottom up approach)
Mengacu pada pendekatan yang dimulai dari detail atau
komponen terkecil kemudian dipadukan menjadi sesuatu yang
lebih kompleks. Pendekatan bottom-up melibatkan pembuatan
anggaran oleh staff tingkat rendah, yang kemudian diserahkan
untuk disetujui oleh pimpinan. Pendekatan ini, manajer tingkat
bawah terlibat dalam proses pembuatan anggaran. Pendekatan
bottom-up dapat mendorng karyawan untuk berkomitmen
mencapai target anggaran, tetapi harus diawasi dengan cermat
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agar jumlahnya sesuai dengan tujuan perusahaan secara
keseluruhan.

8.6.3 Kombinasi top down dan bottom up.

Salah satu dari dua pendekatan ini sangat efektif karena

menekankan pentingnya kerja sama antara atasan dan bawahan
dalam menetapkan anggaran terbaik untuk bisnis.

8.6

Prinsip-prinsip anggaran Publik
Menurut Mardiasmo (2018:83), prinsip anggaran dapat

dijelaskan sebagai berikut:

1.

w
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Persetujuan dari badan Legislatif.

Pengeluaran publik harus mendapatkan persetujuan dari
badan legislatif sebelum bisa dilaksanakan oleh badan
eksekutif.

Lengkap.

Anggaran harus mencakup semua pengeluaran dan
penerimaan pemerintah, sehingga dana di luar anggaran
pada dasarnya bertentangan dengan prinsip anggaran yang
komprehensif.

Integritas anggaran.

Pemanfaatan yang tidak membeda-bedakan

Dana yang disetujui oleh lembaga legislatif harus
dimanfaatkan secara hemat, produktif, dan efisien.

Teratur.

Pembuatan anggaran bisa dilakukan setiap tahun atau
dalam rentang waktu beberapa tahun.

Tepat.

Estimasi anggaran tidak boleh mencakup cadangan yang
terlihat atau tersembunyi. Ini bisa menjadi penyebab
pemborosan dan ketidakefisienan dalam pengeluaran
anggaran, serta dapat mengakibatkan perkiraan pendapatan
yang terlalu rendah dan perkiraan pengeluaran yang terlalu
tinggi.

Jelas

Anggaran haruslah mudah dimengerti, simpel dan tidak
menimbulkan kebingungan.



8.

Diterbitkan.
Pengumuman anggaran harus dilakukan kepada
masyarakat.

Sedangkan Menurut Indra Bastian (2010:193), prinsip-

prinsip pengangaran adalah sebagai berikut:

1.

Demokratis artinya ada kebutuhan akan partisipasi dalam
penetapan anggaran pendapatan dan pengeluaran yang
melibatkan berbagai elemen masyarakat, serta dibahas dan
disetujui oleh badan legislatif.

Adil berarti bahwa anggaran negara harus didistribusikan
secara proporsional ke semua kelompok masyarakat sesuai
dengan kebutuhan mereka dan diprioritaskan untuk
kepentingan umum.

Transparansi melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban anggaran negara yang harus diketahui
tidak hanya oleh wakil rakyat tetapi juga oleh publik secara
menyeluruh

Menjalankan keuangan negara dengan etika dan moral yang
tinggi serta patuh pada hukum adalah tanda dari
kepemimpinan yang bermoral tinggi dalam pengelolaan
anggaran negara.

Berhati-hati karena sumber daya yang terbatas dan mahal,
anggaran negara juga harus dikelola dengan hati-hati. Ini
menjadi sangat penting saat hubungan dengan utang organisasi.
Akuntabel berarti bahwa manajemen keuangan organisasi
harus selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

8.7 Karakteriktik anggaran sektor public

Menurut Indra Bastian (2010:81), salah satu

karakteristik dari anggaran sektor publik adalah sebagai
berikut:

1.

2.

Anggaran disajikan dalam bentuk keuangan dan satuan non-
keuangan.

Biasanya anggaran mencakup periode waktu yang spesifik,
seringkali berlangsung selama satu atau beberapa tahun.
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3. Anggaran adalah ekspresi dari komitmen atau kesanggupan
manajemen untuk mencapai tujuan.

4, Usulan anggaran akan diperiksa dan disetujui oleh otoritas
yang lebih tinggi dari mereka yang menyusun anggaran.

5. Anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah sesuai
dengan persyaratan khusus..
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BAB 9
ANALISIS INVESTASI PUBLIK

Oleh Rizky Maharani Rustam

9.1 Pendahuluan

Akuntansi sektor publik memiliki peran penting dalam
memberikan informasi dan pengungkapan atas aktivitas kinerja
finansial pemerintah untuk memfasilitasi terciptanya
transparansi dan akuntabilitas publik. Pada dasarnya
akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan
pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah
kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Perkembangan sektor publik menuntut adanya
pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik
seperti pemerintah pusat dan daerah, unit-unit Kkerja
pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga negara.
Pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor publik
mempunyai pengaruh besar pada kebijakan kegiatan bisnis yang
dijalankan oleh organisasi dan kebijakan terhadap perorangan
seperti menilai syarat infrastruktur fisik dan sosial, kebijakan
fiskal dan moneter, kebijakan perdagangan, kebijakan investasi
maupun kebijakan industri.

Sektor publik merupakan entitas atau organisasi yang
memberikan pelayanan kepada publik. Entitas ini mencakup
pemerintah pusat dan pemerintah lokal, organisasi yang
memelihara infrastruktur sebagai pelayanan publik yang
bertanggungjawab kepada legislatif, badan-badan publik yang
didanai terutama dari pajak, badan-badan usaha publik yang
sebagian besar diatur, dimiliki atau dikendalikan pemerintah
pusat atau pemerintah daerah. Badan-badan politik
nondepartment, partai politik, yayasan, koperasi, badan- badan
amal dan lainnya.

Salah satu pelayanan publik yang diberikan oleh
pemerintah yaitu investasi dalam bentuk pembangunan di
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daerah atau pusat, khususnya yang merupakan hasil
pembangunan yang secara langsung dapat dinikmati oleh
masyarakat. Jadi, investasi publik ini merupakan bentuk
pelaksanaan fungsi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.

Investasi publik memiliki keterkaitan erat dengan
penggangaran modal atau investasi sebagai proses untuk
mengalisis proyek dan untuk menganalis proyek tersebut dapat
diakomodasi oleh anggaran modal atau investasi untuk
memberikan mekanisme dalam mengatur proyek investasi
publik secala lebih efisien dan efektif perlu dilakukan analisis
investasi publik secara mendalam. (Mardiasmo, 2018).

Analisis yang mendalam sebelum dilakukan investasi
sangat penting dilakukan karena investasi publik berkaitan erat
dengan masalah transparansi dan kewajaran anggaran.
Penentuan kebutuhan investasi publik juga terkait dengan 2
(dua) kegiatan yaitu peningkatan kuantitas investasi dan
peningkatan kualitas investasi. (Arifin, 2017)

9.2 Program Investasi Publik

Analisis invetasi publik berhubungan erat dengan
pengganggaran fungsional, alokasi sumber daya, dan praktik
manajemen keuangan sektor publik. Maka dari itu dibutuhkan
pemisahan anggaran modal atau invetasi dari anggaran rutin.
Secara umum anggaran terdiri dari anggaran perusahaan,
anggaran negara, anggaran daerah, atau anggaran lembaga
lainnya yang dapat diartikan sebagai rencana keuangan yang
mencerminakan pilihan kebijaksanaan untuk suatu periode
masa yang akan datang. Anggaran bagi sektor publik meliputi
anggaran bagi sebuah negara, suatu daerah otonom atau Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) atau akan lebih mudah disebut
dengan anggaran publik. Makna anggaran publik adalah suatu
kebijakan publik tentang perkiraan pengeluaran dan
penerimaan yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode
dimasa depan serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang
sungguh-sungguh terjadi dimasa yang lalu. (Arifin, 2017)

Keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung
pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi
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prioritas kebijakan. Pengeluaran untuk investasi publik harus
mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan
pengeluaran rutin, karena pengeluaran investasi atau modal
memiliki efek jangka panjang, sedangkan pengeluaran rutin
lebih berdampak jangka pendek.

Program investasi publik merupakan betuk dari dual
budgeting yaitu pemisahan anggaran modal atau investasi dari
anggaran rutin. Dalam praktiknya terdapat permasalahan yang
sulit diselesaikan, di antaranya, yaitu memastikan bahwa
program investasi publik yang diajukan merupakan program
yang komnrehensif, memperkirakan pengeluaran yang
dibutuhkan di masa yang akan datang, mengevaluasi relevansi
proyek-proyek yang ada, mengembangkan analisis dan
perencanaan untuk pengeluaran investasi dan pengeluaran
rutin. (Muwarni,2011)

Sebelum diambil keputusan untuk melakukan investasi,
perlu menentukan kebutuhan investasi maka dilakukan evaluasi
yang mencakup (1) inventarisasi investasi, (2) inventarisasi
investasi memuat daftar nama dan jenis investasi, nilai investasi,
kondisi barang modal yang saat ini ada, apakah baik ataukah
buruk, (3) cakupan layanan dengan tingkat investasi yang
sekarang ada, (4) tambahan cakupan layanan yang dibutuhkan
saat ini dan masa yang akan datang, (5) inventarisasi
kebutuhan investasi, (6) evaluasi kelayakan investasi, (7)
kriteria kelayakan investasi meliputi aspek-aspek teknis, sosial-
budaya, finansial, ekonomi, dan aspek distribusi. Penghitungan
kelayakan investasi dapat dilakukan dengan menggunakan alat
analisis, misalnya: Pay Back period, Cost Benefit Analysis, and
Cost Effectiveness Analysis.

9.3 Penentuan Kebutuhan Investasi Publik

Tujuan investasi publik ditinjau dari PP No. 1 Tahun
2008 menjelaskan terdapat dua dari tujuan investasi
pemerintah yaitu memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan
atau manfaat lainnya, serta meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dalam rangka
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memajukan kesejahteraan umum. PP No. 1 Tahun 2008
menjelaskan sumber dana dari investasi pemerintah yaitu
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), keuntungan
investasi terdahulu, dana atau barang amanat pihak lain yang
dikelola oleh Badan Investasi Pemerintah. Investasi publik
ditujuan sebagai bentuk pelayanan Pemerintah kepada publik.

Penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan
jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit
organisasi. Analisis yang mendalam sebelum dilakukan investasi
sangat penting dilakukan karena investasi publik berkaitan erat
dengan masalah transparansi dan kewajaran anggaran.
Penentuan kebutuhan investasi publik terkait dengan dua
kegiatan yaitu peningkatan kuantitas investasi dan peningkatan
kualitas investasi. (Yuesti, 2020)

Terdapat beberapa cara dalam menggolongkan usul
investasi yaitu menggolongkan investasi berdasarkan investasi
penggantian, investasi penambahan kapasitas, dan investasi
baru.

9.3.1 Investasi Penggantian

Pengeluaran investasi untuk penggantian barang modal
mengikuti pola umur manfaat barang modal. Bila umur ekonomi
barang modal telah habis, maka perlu pembelian barang modal
baru untuk menggantinya. Umur ekonomi terkait dengan
perkiraan waktu efektif suatu barang modal dapat memberikan
manfaat, sedangkan umur teknis terkait dengan kemampuan
barang modal dalam memberikan manfaat hingga tidak mampu
lagi memberikan manfaat. Bila barang modal telah usang dan
tidak mampu lagi memberikan manfaat, berarti umur teknis
barang modal tersebut telah habis.

9.3.2 Investasi Penambahan Kapasitas

Investasi penambahan barang modal perlu dilakukan bila
terjadi tuntutan peningkatan cakupan pelayanan. Jumlah
penambahan unit barang modal ditentukan oleh produktivitas
barang modal yang ada saat ini ada. Produktivitas barang modal
diukur berdasarkan rasio antara input dengan output yang
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dihasilkan. Jika suatu barang modal sudah kurang atau tidak
efisien lagi, sementara terjadi kenaikan cakupan pelayanan yang
harus dilakukan pemerintah, maka pemerintah harus
mempertimbangkan untuk melakukan investasi penambahan
kapasitas.

9.3.3 Investasi Baru

Investasi dapat juga berupa investasi baru yang belum
ada sebelumnya untuk ntuk jenis investasi baru, maka
pertimbangan mengenai aspek teknis, ekonomis, sosial-budaya,
dan aspek distribusi harus mendapat perhatian lebih besar.

9.4 Aspek Kelayakan Investasi

Aspek kelayakan investasi perlu dipertimbangkan untuk
melihat manfaat dari pelaksanaan investasi tersebut. Dalam
perencanaan dan analisis investasi harus dipertimbangkan
beberapa aspek yang secara bersama-sama menunjukkan
keuntungan atau manfaat yang diperoleh akibat adanya suatu
investasi tertentu. Seluruh aspek harus dipertimbangakan dan
dievaluasi dalam setiap tahap perencanaan anggaran dan siklus
pelaksanaan, karena aspek-aspek tersebut satu sama lain saling
berhubungan dan saling mempengarubhi. (Yuesti, 2020)

Aspek-aspek  kelayakan  investasi yang  perlu
dipertimbankan antara lain, yaitu:

9.4.1 Aspek Teknik

Aspek teknis merupakan bagian penting dari analisis
investasi yang harus dipertimbangkan. Jika suatu wusulan
investasi sudah tidak layak dilihat dari aspek teknisnya, maka
usulan tersebut menduduki prioritas pertama untuk ditolak
atau tidak di terima.

9.4.2 Aspek Sosial dan Budaya

Aspek sosial dan budaya menyangkut pertimbangan
pendistribusian pelayanan secara adil dan merata, sehingga
mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.
Aspek sosial budaya mencakup juga aspek legal dan lingkungan.
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Untuk  melaksanakan suatu proyek  maka perlu
mempertimbangkan implikasi sosial yang lebih luas dari
investasi yang diusulkan. Suatu proyek investasi yang akan
dilakukan harus mempertimbangkan aspek legalitas dan
dampak lingkungan yang merugikan.

9.4.3 Aspek EKonomi dan Finansial

Aspek finansial menerangkan pengaruh finansial dari
suatu proyek yang diusulkan, berdasarkan perencanaan
anggaran, keputusan-keputusan mengenai efisiensi proyek
secara finansial, solvabilitas dan likuiditas perlu
dipertimbangkan. Pertimbangan aspek ekonomi meliputi
kegiatan menganalisis apakah suatu proyek yang diusulkan
akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap
pembangunan perekonomian secara keseluruhan dan apakah
kontribusinya cukup besar dalam menentukan penggunaan
sumber daya yang digunakan.

9.4.4 Aspek Distribusi

Keputusan investasi merupakan keputusan yang perlu
dikaitkan dengan masalah distribusi pelayanan publik secara
adil dan merata. Untuk itu perlu diketahui siapa yang akan
menerima manfaat atau keuntungan yang dihasilkan dari
proyek investasi, yaitu dari mana mendapatkan modal untuk
melaksanakan proyek, apakah dari public revenue atau oleh
individu, apakah terdapat pajak penghasilan atau tidak, apakah
proyek dijalankan oleh public agencies atau oleh individu. Aspek
distribusi terkait dengan keadilan dan persamaan kesempatan
untuk mendapatkan pelayanan publik.

9.5 Faktor Investasi Publik

Analisis mengenai suatu investasi tidak lepas dari faktor-
faktor yang mempengaruhi investasi. Di negara berkembang
seperti Indonesia masih belum semudah di negara maju dalam
hal investasi atau penanaman modal, baik di pandang dari
prosedur pembelian, jenis surat berharga maupun mekanisme
transaksi dalam melakukan investasi. Secara teori ada beberapa
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jenis investasi yang dapat dipilih berupa saham (stock) dan
obligasi (bond).

Saham merupakan bukti penyertaan modal disuatu
perusahaan atau merupakan bukti kepemilikan atas suatu
perusahaan. Berdasarkan klasifikasinya, saham dapat dibedakan
berdasar hak pemegang sahamnya, yakni saham biasa, saham
preferen dan atau saham saham preferen kumulatif, dan saham
istiwewa. Selain ketiga jenis saham tersebut dikenal pula saham
pendiri dan saham bonus. Saham pendiri adalah saham
diberikan sebagai balas jasa terhadap jasa-jasa para pendiri
dalam mendirikan dan mengembangkan perseroan. Sedangkan
Saham Bonus adaiah saham biasa yang diberikan kepada
pemegang saham yang telah ada tanpa adanya penyetoran.
Saham bonus diberikan sebagai ganti hak menagih kepada
perseroan atas dana cadangan atau dana kelebihan dari modal
yang ditempatkan. (Arifin, 2017)

Salah satu upaya untuk mendapatkan dana selain dengan
saham dapat pula dengan menerbitkan obligasi. Pendanaan
dengan obligasi tidak terbatas pada pemerintah pusat tetapi
juga dikeluarkan oleh daerah atau badan-badan pemerintah
seperti BUMN atau BUMD. Yang diharapkan dari obligasi ini
adalah suntikan dana segar untuk menambah dana
pembangunan. Obligasi adalah surat utang jangka menengah
maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Ciri
obligasi antara lain kreditur yang banyak dan tersebar, debitur
(penerbit) obligasi yaitu suatu badan hukum baik berbentuk
Perseroan Terbatas, negara, provinsi atau unit-unit dibawahnya
yang lebih kecil seperti Kabupaten atau Kotamadya.
Berdasarkan jenis pihak yang menerbitkannya (debitur) ini,
obligasi dapat dikelompokkan menjadi obligasi perusahaan dan
obligasi pemerintah.

Investasi publik tidak hanya dapat berupa saham atau
obligasi saja namun dapat berupa lainnya seperti asuransi
bernilai tunai maupun sertifikat biro keuangan. Berinvestasi
dapat dilakukan dengan banyak pilihan atau tempat yang dapat
digunakan dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa
depan.
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Terkait dengan investasi publik, ada beberapa faktor
yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis investasi
publik, yaitu (Mardiasmo, 2018):

9.5.1 Tingkat Diskonto yang Digunakan

Tingkat diskonto yang digunakan merefleksikan tingkat
keuntungan (rate of return) yang diperoleh dari suatu proyek
dengan tingkat risiko tertentu. Jika suatu proyek tidak
memberikan keuntungan yang disyaratkan (required rate of
return), maka proyek tersebut harus ditolak atau tidak diterima.

Perhitungan tingkat diskonto merupakan bagian yang
cukup kompleks dalam analisis investasi. Untuk memberikan
kemudahan pemahaman mengenai konsep ini, terlebih dahulu
akan dijelaskan praktik yang dilakukan di sektor swasta. Pada
sektor swasta terdapat dua sumber pendanaan, yaitu
pembiayaan modal (equity fi- nance) dan pembiayaan utang
(debt finance). Keuntungan yang diperoleh para kreditor sebagai
pemberi utang, berupa pembayaran bunga utang, sedangkan
investor memperolehkeuntungan berupa deviden dan gain atas
saham yang dimilikinya. Harga pasar saham merefleksikan laba
dimasa depan yang diharapkan (expected future earnings).
Pembiayaan utang mempunyai risiko yang lebih rendah
dibandingkan dengan pembiayaan modal sehingga kreditor
akan meminta tingkat kembalian (rate of return) yang lebih
rendah dibandingkan dengan investor karena risiko investasi
berbanding lurus dengan return investasi. Semakin tinggi risiko
investasi, maka return yang diharapkan juga semakin tinggi. Di
samping itu pembiayaan utang memiliki biaya yang lebih kecil
dibandingkan dengan pembiayaan modal. Biaya utang (cost of
debt) lebih murah dibandingkan dengan biaya modal sendiri
(cost of equity) karena pembayaran bunga utang merupakan
biaya yang mengurangi pajak.

Biaya modal total dapat dinyatakan dalam bentuk biaya
modal rata-rata tertimbang dengan rumus:

Ko=Ke.(E/V) + Ka.(1-T).(D/V)
Dalam hal ini:
Ko = biaya modal total
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Ke = biaya modal (tingkat keuntungan yang disyaratkan
atas investasi modal)

Kd = biaya utang (tingkat keuntungan yang disyaratkan
atas investasi utang)

T =Tingkat pajak

E =Harga pasar saham

D =harga pasar surat berharga utang

V =E + D =nilai pasar perusahaan secara keseluruhan

Berdasarkan asumsi bahwa seluruh biaya dan manfaat
suatu proyek telah dinilai cukup, masalah berikutnya yang perlu
dipertimbangkan berfokus pada tingkat diskonto (discount rate)
yang cocok yang akan digunakan. Biaya dan manfaat terjadi
pada titik waktu yang berbeda, sehingga nilai tersebut perlu
didiskontokan untuk beberapa periode waktu sebelum berbagai
alternatif investasi diperbandingkan untuk ditentukan investasi
mana yang akan dilakukan. Untuk tujuan analisis biaya manfaat,
maka perlu digunakan tingkat diskonto sosial (social discount
rate).

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah
dengan menyatakan social discount rate sebagai suatu tingkat
yang merefleksikan preferensi masyarakat terhadap manfaat
saat ini atas manfaat yang akan diterima di masa yang akan
datang, atau disebut social time preference rate (STPR).

Kemungkinan lebih lanjut adalah mencoba untuk
menjelaskan social opportunity cost rate (SOCR). Penggunaan
analisis berdasarkan SOCR adalah bahwa sumber daya yang
digunakan untuk melakukan investasi di sektor publik terbatas
dan sumber daya itu tidak tersedia untuk digunakan di tempat
lain. Di sini diasumsikan bahwa investasi di sektor swasta
(private sector) tidak akan dilakukan, sehingga tingkat
kembalian investasi yang dapat dihasilkan disektor swasta
merefleksi opportunity cost investasi sektor publik. Kesulitan
yang muncul adalah dalam menentukan rate of return di sektor
swasta. Rate of returns pada investasi sektor swasta
merefleksikan risiko keuangan dan risiko bisnis perusahaan
swasta. Social discount rate didasarkan pada rate of returns pada
hutang pemerintah. Satu pemecahan untuk membatasi social

117



discount rate adalah dengan menggunakan proses
pendiskontoan, artinya biaya dan manfaat diharapkan berubah
pada tingkat kembalian investasi ang sma sebagai perubahan
dalam kebutuhan tingkat harga-harga umum (general price
levels). Hal ini merupakan pendekatan yang diadopsi pada
investasi sektor publik harus dinilai dengan pungujian social
discount rate. (Muwarni, 2011)

9.5.2 Tingkat Inflasi

Penilaian investasi harus memperhitungkan perkiraan
tingkat inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin rendah
nilai riil keuntungan di masa depan yang diharapkan (expected
future returns) sehingga semakin tinggi tingkat keuntungan yang
disyaratkan.

Inflasi yang tinggi menyebabkan required rate of
return semakin tinggi. (Yuesti, 2020)

9.5.3 Risiko dan Ketidakpastian

Required rate of return akan semakin tinggi jika risiko
investasi naik. Ketidakpastian ekonomi dan hukum, kekacauan
sosial-politik, tidak adanya jaminan keamanan, dan kebijakan
yang tidak konsisten dapat meningkatkan risiko investasi
(Yuanita, 2023).

Faktor-faktor tersebut menyumbang risiko investasi
suatu negara (country risk) yang jika sudah sangat parah dapat
mengarah pada kategori default country. Terjaminnya keamanan
berinvestasi, penegakan hukum dan demokrasi, terjaminnya
property right dan contract right dapat menurunkan risiko
investasi. Untuk itulah, dengan terjaminnya keamanan
berinvestasi, penegakan hukum dan demokrasi dapat
menurunkan risiko investasi.

9.5.4 Penjatahan Modal

Penjatahan modal (capital rationing) merupakan
keadaan ketika suatu organisasi menghadapi masalah
ketersediaan dan untuk melakukan pengeluaran investasi.
Dalam keadaan seperti ini perlu adanya alternatif investasi yang
dilakukan agar tetap memiliki persediaan dana untuk
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membiayai investasi-investasi yang diajukan (Arifin, 2017). Oleh
karena itu harus dilakukan perangkingan investasi. Perankingan
investasi dapat dilakukan dengan menggunakan rasio manfaat
atau biaya atau dapat juga menggunakan program linier.

Pada organisasi sektor publik, selain memperhatikan
faktor-faktor diatas penilaian investasi publik juga harus
memperhatikan hal-hal berikut:

1. Tingkat utang pemerintah

2. Tingkat kesempatan sosial yang dikorbankan (social
opportunity cost rate)

3. Social time preference rate

Tingkat utang pemerintah adalah jumlah yang harus
dibayarkan pemerintah sehubungan dengan perolehan sumber
pembiayaan diluar pajak, seperti utang luar negeri dan obligasi
pemerintah yaitu berupa bunga dan pokok utang. Social
opportunity cost rate terkait dengan pengertian bahwa proyek
pemerintah harus dapat menghasilkan tingkat keuntungan
(return) yang minimal sama dengan tingkat keuntungan proyek
sektor swasta dengan penggunaan dana yang sama. Atau dengan
kata lain, dengan jumlah investasi yang sama, proyek investasi
publik yang dilakukan pemerintah harus memiliki kualitas yang
minimal sama jika proyek tersebut dilakukan oleh swasta.
Sedangkan social time preference rate merefleksikan tingkat
keuntungan yang diisyaratkan oleh masyarakat jika menunda
konsumsi saat ini untuk kepentingan konsumsi di masa depan.
(Muwarni, 2011)

9.6 Teknik Penilaian Investasi Publik

Investasi dalam sektor publik harus mendapat perhatian
lebih karena keputusan investasi publik diperlukan untuk
mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi yang
menjadi prioritas kebijakan (Mardiasmo, 2018).

Analisis investasi sektor publik difokuskan pada evaluasi
terhadap biaya-manfaat suatu proyek atau investasi/belanja
modal, dimana syarat utama dalam menganalisis dan
mengevaluasi penilaian atas besarnya biaya dan manfaat, serta
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memperkirakan waktu atau umum investasi yang dimaksudkan,
namun kuantifikasi biaya dan manfaat di sektor publik tidaklah
mudah karena biaya dan manfaat tidak hanya aspek hasil
komersial dari suatu investasi, tetapi juga aspek sosial, budaya,
keamanan, dan lain-lain.

Sejalan dengan perkembangan manajemen sektor publik,
termasuk perkembangan otonomi daerah, maka konsep-konsep
sektor privat banyak diaplikasikan di sektor publik. Oleh sebab
itu, analisis investasi di sektor publik dilakukan dengan
pendekatan di sektor privat, namun dilengkapi hal-hal yang
dianggap penting untuk analisis investasi (Yuanita, 2023).

(Mardiasmo, 2018) Prinsip penilaian investasi sangat
sederhana, terdapat 4 (empat) langkah wutama untuk
mengevaluasi suatu proyek investasi, yaitu:

9.6.1 Identifikasi Kebutuhan Investasi yang Mungkin
Dilakukan

Organisasi sektor publik seringkali dihadapkan pada
banyak alternatif investasi untuk mencapai tujuan
organisasinya. Identifikasi alternatif-alternatif diperlukan untuk
dianalisis lebih lanjut. Keterkaitan antar proyek perlu
dipertimbangkan untuk mengetahui sejauh mana penerimaan
atau penolakan suatu investasi akan mempengaruhi investasi
yang lain.

9.6.2 Menentukan Semua Manfaat dan Biaya dari Proyek
yang akan Dilaksanakan (cost / benefit relationship)
Perhitungan manfaat dan biaya harus pula memasukkan
analisis manfaat dan biaya sosial yang ditimbulkan dari
investasi publik yang akan dilakukan. Pada organisasi sektor
publik biaya dan manfaat seringkali tidak dapat secara lagsung
diukur dengan satuan uang, sehingga teknik- teknik analisis
biaya manfaat sangat cocok untuk diterapkan.

9.6.3 Menghitung Manfaat dan Biaya dalam Rupiah
Menghitung manfaat dan biaya investasi dalam satua

rupiah terkadang mengalami kesulitan. Kesulitan yang dihadapi

adalah apabila biaya dan manfaat dari suatu proyek tidak dapat
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diukur dalam bentuk rupiah. Dalam kondisi tersebut, yang dapat
dilakukan adalah menghitung nilai manfaat dari proyek secara
tidak langsung, yaitu dengan menggunakan analisis efektivitas
biaya (cost effectiveness analysis).

9.6.4 Memilih Proyek Yang Memiliki Manfaat Terbesar Dan
Efektivitas Biaya Yang Tinggi

Rasio biaya dan manfaat atau efektivitas biaya
merupakan titik awal penentuan penerimaan proyek, ada
banyak  ketidakpastian yang dapat mempengaruhi
perhitungan. Tidak semua biaya dan manfaat sosial dapat
dimasukkan dalam perhitungan, bahkan beberapa diantaranya
tidak dapat dipakai dalam pengukuran yang objektif dalam
bentuk moneter. Analisis moneter mungkin mengindikasikan
bahwa proyek akan memberikan nilai uang terbaik, tetapi
faktor-faktor politik, respon pemerintah, serta tekanan-tekanan
sosial menyebabkan pertimbangan biaya manfaat diperlukan
atas proyek tersebut. Dapat menggunakan analisis moneter
yang mungkin mengindikasi bahwa proyek akan memeberikan
nilai uang terbaik.

Terdapat beberapa teknik untuk melakukan penilaian
investasi. Teknik untk mengevaluasi investasi dibedakan
menjadi dua metode yaitu: (1) metode penilaian investasi
tradisional, dan (2) metode aliran kas yang didiskontokan
(discounted cash flow). Metode tradisional yang sering
digunakan adalah tingkat pengembalian modal yang
diinvestasikan (accounting rate of return on capital employed-
ROCE) dan payback period (PP). ROCE secara sederhana
dirumuskan, sebagai berikut:

Laba akuntansi
Jumlah modal yang diinvestasikan

Informasi mengenai laba akuntansi diperoleh dari laporan
laba rugi sebuah organisasi, sedangkan informasi modal dapat
diketahui dari neraca. Terdapat 2 (dua) masalah dalam
menggunakan metode ROCE ini. Pertama, perhitungan angka
akuntansi didasarkan pada konsep akuntansi akrual dan
memasukkan item-item bukan Kkas, seperti depresiasi dan
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cadangan kerugian piutang. Kedua, ROCE hanya mengukur
periode tunggal tanpa memperhitungkan nilai waktu uang (time
value of money).

Metode penilaian investasi dengan menggunakan
discounted cash flow misalnya adalah net present value (NPV)
dan internal rate of return (IRR). NPV dihitung dengan cara
mendiskontokan aliran kas dimasa datang (future cash flow)
dengan faktor diskonto tertentu yang merefleksikan biaya
kesempatan modal (opportunity cost of capital). NPV diperoleh
dengan cara pengurangkan pengeluaran investasi awal dengan
aliran kas di masa depan yang di-present value-kan. Proyek yang
memberikan nilai NPV positif adalah proyek yang memiliki
prioritas untuk diterima dan proyek yang nilai NPV-nya negatif
adalah proyek yang harus ditolak.

Internal rate of return mendiskontokan future cash flow
pada tingkat net present value yang bernilai nol atau nihil, atau
dengan kata lain adalah ukuran yang menyetarakan aliran kas
bersih di masa datang (future net cash flow) dengan pengeluaran
investasi awal. IRR dinyatakan dalam persentase, proyek yang
memiliki nilai IRR yang besar adalah proyek yang potensial
untuk diterima. Untuk menganalisis usulan investasi publik,
manajer publik dapat menggunakan alat analisis yang bisa
digunakan untuk menilai kelayakan suatu proyek pada sektor
swasta, misalnya NPV, IRR, payback period, dan sebagainya.

Ada beberapa metode perhitungan kriteria investasi yang
dapat digunakan untuk menetapkan layak atau tidak layaknya
suatu proyek dilakukan, yaitu:

1. Net Present Value (NPV)
Net present value adalah kriteria investasi yang banyak
digunakan dalam mengukur apakah suatu proyek feasible
atau tidak. Perhitungan net present value merupakan net
benefit yang telah didiskon dengan menggunakan Social
Opportunity Cost of Capital (SOCC) sebagai discount factor.
Untuk menghitung NPV di dalam sebuah gagasan usaha atau
proyek, diperlukan data tentang perkiraan biaya investasi,
biaya operasi, dan pemeliharaan serta perkiraan benefit
dari proyek yang direncanakan.

2. Internal Rate of Return (IRR)
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Internal rate of return adalah suatu tingkat discount rate
yang menghasilkan net present value sama dengan 0(nol).
Dengan demikian apabila hasil perhitungan IRR lebih besar
dari Social Cost of Capital (SOCC) dikatakan proyek tersebut
feasible, bila sama dengan SOCC berarti peluang pokok dan
dibawah SOCC proyek tersebut tidak feasible. IRR ini
menunjukkan ~ kemampuan  suatu  proyek  untuk
menghasilkan return atau tingkat keuntungan yang dapat
dicapainya.
3. Payback Period

Payback period digunakan untuk mengetahui jangka waktu
pengembalian investasi. Payback period dirumuskan sebagai
berikut:

Payback Period =

investasi awal

keuntungan tahunan

Payback period merupakan teknik analisis investasi yang
relatif mudah dan sederhana sehingga banyak digunakan,
tetapi payback period mengandung kelemahan, yakni
payback period mengabaikan penerimaan-penerimaan
investasi yang diperoleh setelah payback period tercapai,
mengabaikan nilai waktu uang dan tidak dapat digunakan
untuk pengambilan keputusan investasi yang
bersifat mutually exclusive.

Maka dari itu, analisis investasi publik dilakukan untuk
mengetahui apa yang menjadi kebutuhan publik dan apakah
proyek investasi tersebut menguntungkan atau tidak dilihat dari
segi finansial maupun non finansial. Usulan investasi harus
memperhatikan kemampuan anggaran dan kelayakan investasi.
Kelayakan investasi dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu
aspek kelayakan teknis, aspek sosial budaya, aspek ekonomi dan
finansial, serta aspek distribusi.

Untuk menganalisis investasi publik dapat dilakukan
dengan menggunakan Teknik yang bisa digunakan pada sektor
swasta. Metode evaluasi investasi yang bisa digunakan adalah
metode Net Present Value, Internal Rate of Return, analisis
Payback Period, dan sebagainya. Hal-hal lain yang harus
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diperhatikan adalah tingkat diskonto yang harus digunakan,
tingkat inflasi, risiko dan ketidakpastian, serta capital rationing.
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BAB 10
PENGUKURAN KINERJA SEKTOR
PUBLIK

Oleh Dewi Mustika Ratu

10.1 Pendahuluan

Sektor publik seperti pemerintah memegang peran
penting dalam menentukan berjalannya kehidupan masyarakat
dengan baik. Hal ini membuat pengelolaan di sektor ini menjadi
tugas yang penting dan rumit. Kompleksitas masalah pada “Big
Government” bukan hanya terbatas pada ukuran dan perannya
dalam kehidupan sosial dan ekonomi (aktivitas dan fungsi apa
yang harus dilakukan oleh pemerintah), namun juga mencakup
aspek kinerjanya (bagaimana ketercapaian pemerintah dalam
menjalankan fungsinya).

Pengukuran kinerja dalam sektor publik jauh lebih rumit
dibandingkan pada sektor privat/bisnis. Bagi sektor privat
dengan tujuannya mencari laba, kinerja difokuskan dan diukur
pada manfaat bagi perusahaan, misalnya menggunakan tingkat
profitabilitas, solvabilitas, maupun likuiditas sehingga lebih
mudah dalam pengukurannya. Di satu sisi, tujuan organisasi
sektor publik adalah menyediakan layanan yang berkualitas,
ketersediaan kebutuhan publik, dan optimalisasi sumber daya.
Hal ini membuat pengukuran kinerja yang fokusnya pada
pemberian manfaat kepada publik menjadi abstrak dan
kompleks.

Sebagai contoh, untuk mengukur kualitas pendidikan
secara akurat, maka indikatornya tidak hanya diukur dari nilai
ujian siswa, tetapi juga dari faktor lain seperti kompetensi guru,
jumlah lulusan, dan infrastruktur sekolah. Selain itu,
pengukuran juga perlu mempertimbangkan faktor eksternal
misalnya aksesibilitas layanan bagi berbagai kelompok
masyarakat dengan kebutuhan yang beragam. Oleh karena itu,
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pengukuran kinerja di sektor publik harus mempertimbangkan
keragaman ini untuk memastikan bahwa semua pengguna
layanan terlayani dengan baik.

10.2 Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Istilah “kinerja” bersifat kompleks dan multiperspektif.
Kinerja adalah tentang hasil kerja yang dicapai dari aktivitas
tertentu dari input yang diproses menjadi output. Adapun dalam
sektor publik, kinerja dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Kinerja adalah orang yang melakukan pekerjaan dengan
mendapatkan imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari
pemerintah. Unsur manusia sebagai pegawai maka tujuan badan
(wadah yang telah ditentukan) kemungkinan besar akan tercapai
sebagaimana yang diharapkan. Pegawai inilah  yang
mengerjakan  segala  pekerjaan atau kegiatan-kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan (Bastian, 2001)”.

Dari definisi tersebut, kinerja direpresentasikan sebagai
tingkat ketercapaian pegawai dalam melaksanakan tugas dan
tanggungjawab dalam organisasi. Lebih jauh, kinerja dapat
dilihat sebagai perwujudan nilai-nilai publik dan berkaitan juga
dengan prinsip 3E dalam tata kelola sektor publik, yakni
ekonomi, efisiensi, efektivitas.

Manajemen kinerja berkaitan dengan pengukuran dan
evaluasi untuk meningkatkan kinerja. Pengukuran Kkinerja
berkaitan dengan penentuan, estimasi, dan penilaian terhadap
informasi tertentu yang berhubungan dengan kinerja yang
direncanakan atau dicapai.

Pengukuran kinerja dipahami sebagai penilaian indikator
yang nantinya bermanfaat dalam pengambilan keputusan
lingkungan sektor publik. Pengukuran kinerja juga berhubungan
dengan pemantauan aktivitas sehingga pada akhirnya akan
menghasilkan perilaku yang diinginkan dan mendorong adanya
peningkatan kinerja, karena esensi dari pengukuran kinerja
adalah adanya perbaikan (Bandy, 2023).

Pengukuran kinerja dapat dilihat sebagai cara untuk
menggunakan hasil temuan untuk berbagai tujuan dalam
organisasi sektor publik, seperti perencanaan hingga
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pengendalian. Varians antara apa yang ditetapkan dalam
indikator kinerja dan realisasinya menjadi alat penting dalam
manajemen kinerja organisasi sektor publik. Dengan demikian,
pengukuran kinerja merupakan media yang merepresentasikan
kemajuan organisasi karena tidak mungkin suatu organisasi
dapat bertindak efektif tanpa mengukur kinerjanya.

Pengukuran kinerja dipandang sebagai hal fundamental
dalam pelayanan publik karena berkaitan dengan akuntabilitas
dan transparansi. Pengukuran seperti ini dapat menunjukkan
misalnya kepada rakyat sebagai wajib pajak mengenai layanan
dan fasilitas apa yang sudah dinikmati dari pajak yang disetor
kepada negara. Sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan
refleksi bagi pemerintah dalam menilai apakah tujuan
penyelenggaraan pemerintahan sudah terpenuhi secara
memadai.

Di satu sisi, berbagai literatur dan temuan praktik di
lapangan menunjukkan bahwa pengukuran kinerja organisasi
publik merupakan proses yang rumit dan penuh tantangan.
Pengukuran  kinerja lebih  kompleks karena  harus
mempertimbangkan berbagai indikator yang mencerminkan
kepuasan publik, yang sifatnya tidak selalu terukur secara
kuantitatif. Selain itu. setiap organisasi publik memiliki
tanggungjawab yang berbeda-beda, sehingga penyesuaian
diperlukan pada pendekatan pengukuran kinerja. Banyak
organisasi publik yang lebih berorientasi pada proses
dibandingkan hasil. Hal ini mempersulit pengukuran kinerja
karena tidak semua aspek proses dapat diukur secara konkret.

10.3 Manfaat Pengukuran Kinerja

Mengingat peran krusial sektor publik dalam melayani
masyarakat, evaluasi kinerja melalui pengukuran menjadi
sangat penting untuk memastikan keberhasilan penyediaan
barang dan jasa publik. Bastian (2001) mengidentifikasi
beberapa manfaat penting pengukuran kinerja bagi organisasi
sektor publik, baik secara internal maupun eksternal, sebagai
berikut:
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No

9.
10.

Memastikan pemahaman para pelaksana akun ukuran yang
digunakan untuk pencapaian kinerja.

Memastikan tercapainya rencana Kkinerja yang telah
disepakati.

Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Kkinerja dan
membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan
tindakan untuk memperbaiki kinerja.

Memberikan penghargaan dan hukuman yang obyektif atas
prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan sistem
pengukuran kinerja yang telah disepakati.

Menjadi alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan
dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
Mengidentifikasikan apakah kepuasan sudah terpenuhi.
Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan
secara obyektif.

Menunjukan peningkatan perlu dilakukan.

Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

Adapun  menurut Mardiasmo (2002) manfaat

pengukuran kinerja dalam organisasi sektor publik, yaitu:

1.

2.

3.

130

Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan
untuk menilai kinerja manajemen.

Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah
ditetapkan.

Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan
membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan
tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.

Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan
hukuman (reward & punishment) secara objektif atas
pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem
pengukiran kinerja yang telah disepakati.

Sebagai alata komunikasi antara hawahan dan pimpinan
dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi

Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan
pelanggan sudah terpenuhi

Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah



8. Memastikan baliwa pengambilan keputusan dilakukan
secara objektif.

Pengukuran kinerja menjadi instrumen penting bagi
instansi pemerintah untuk mengetahui tingkat pencapaian
kinerja dalam periode tertentu. Melalui pengukuran ini, layanan
publik dapat diukur, dievaluasi, dan dibandingkan dengan
instansi sejenis. Penghargaan dan tindakan disiplin dapat
diberikan secara terukur, sehingga mendorong akuntabilitas,
transparansi, dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sebagai contoh, pengukuran kinerja di bidang pendidikan
memiliki banyak manfaat. Pertama, meningkatkan akuntabilitas
karena pengukuran Kkinerja membantu sekolah dan dinas
pendidikan untuk menunjukkan kepada publik bagaimana
mereka menggunakan sumber daya dan mencapai tujuan yang
telah ditetapkan. Kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran
karena pengukuran kinerja dapat membantu sekolah untuk
mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam proses
belajar mengajar. Dengan demikian, sekolah dapat mengambil
langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
Ketiga, pengukuran kinerja yang objektif dan transparan dapat
memotivasi guru dan staf untuk meningkatkan kinerja mereka.
Terakhir, pengukuran kinerja dapat membantu sekolah untuk
menggunakan input secara lebih efisien. Dengan mengetahui di
mana sumber daya digunakan secara optimal dan di mana
terdapat inefisiensi. Oleh karena itu, penggunaan pengukuran
kinerja setidaknya memiliki manfaat yakni untuk operasional
(untuk memantau Kkinerja), pemberian insentif (untuk
menghargai kinerja yang baik); dan eksplorasi (untuk
menyelaraskan kinerja dengan tujuan strategis organisasi).

10.4 Elemen Pengukuran Kinerja

Penetapan indikator kinerja untuk layanan atau program
pemerintah didasarkan pada tujuan pengukuran Kkinerja.
Budding et al (2015) membagi indikator tersebut dapat
dikategorikan berdasarkan dimensi pengukurannya, yaitu:
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. Subjektif versus objektif: sejauh mana indikator tersebut

bebas dari bias?

. Kuantitatif versus non-kuantitatif: apakah pengukuran dapat

dinyatakan dalam angka-angka yang dapat diringkas dan
dibandingkan?

. Diskrit versus skalar: apakah pengukuran dinyatakan dalam

bentuk dikotomis (ya/tidak) atau dapatkah diukur dalam
skala?

Pengukuran aktual versus pengukuran pengganti: jika output
aktual tidak dapat diukur (secara efisien), maka pengukuran
pengganti dapat digunakan, yang harus berkaitan erat
dengan tujuan.

. Kuantitas versus kualitas: apakah pengukuran menyatakan

kualitas output atau kuantitas layanan/produk?

Dalam pengukuran kinerja perlu memperhatikan

elemen-elemen kinerja berikut ini:

1.

Input

Institusi perlu menetapkan tujuan yang berkaitan
dengan kebutuhan, lalu mengumpulkan input yang
diperlukan dalam mencapai tujuan tersebut. Input
mencakup sumber daya yang dibutuhkan agar pelaksanaan
kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan output (Jones
& Pendlebury, 2010). Jumlah input yang digunakan
mencerminkan seberapa banyak sumber daya yang
dikorbankan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Misalnya, karyawan, infrastruktur, teknologi (haradware
atau software), dan uang. Pengukuran input biasanya relatif
mudah, misalnya jumlah dokter dirumah sakit, guru di
sekolah, dan lain sebagainya.
Output

Output merupakan apa yang diberikan berupa
implementasi oleh institusi tersebut kepada masyarakat
(Bandy, 2023). Ukuran output menunjukkan hasil
implementasi program atau aktivitas. Ada yang mudah
dihitung, seperti jumlah pengunjung museum dan jumlah
pasien yang diperiksa di klinik. Namun ada juga pelayanan
publik lainnya tidak memiliki pengguna langsung sehingga
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keluarannya harus diukur secara berbeda. Misalnya,
layanan penerangan jalan dapat diukur berdasarkan jumlah
total lampu jalan yang berfungsi atau total panjang jalan
raya yang diterangi.

3. Outcome
Outcome adalah dampak dari aktivitas tertentu, baik
terhadap pengguna layanan langsung atau masyarakat pada
umumnya (Bandy, 2023). Output sebelumnya berinteraksi
dengan lingkungan individu dan kelompok yang menjadi
sasarannya sehingga menghasilkan dampak dalam jangka
panjang. Outcome memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan
output karena mengukur dampak positif terhadap
masyarakat, sedangkan output hanya mengukur hasil tanpa
mempertimbangkan dampaknya. Di satu sisi, pengukuran
outcome lebih rumit dibandingkan output karena beberapa
alasan:
a. Dampak output baru terasa dalam jangka panjang.
b. Membutuhkan penilaian kualitatif dan kuantitatif.
c. Dihadapi dengan beberapa permasalahan seperti
ambiguitas tujuan, keterukuran output, dan terminologi
yang berbeda.

Misalnya, dalam mengukur kualitas pendidikan yang
penting bukanlah berapa banyak anak yang pernah mengikuti
kelas di sekolah dasar, melainkan berapa banyak anak yang bisa
membaca dan menulis setelah mereka lulus. Oleh karena itu,
outcome merupakan indikator penting untuk menilai efektivitas
program/kegiatan di sektor publik. Meskipun pengukurannya
rumit, outcome memberikan gambaran yang lebih komprehensif
tentang dampak nyata bagi masyarakat.

Tabel 10.1. mengilustrasikan contoh pengukuran
masukan, output, dan outcome untuk layanan perpustakaan di
suatu organisasi sektor publik.
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Tabel 10.1. llustrasi Input, Ouput dan Outcome pada layanan
perpustakaan daerah

Pengukuran ¢ Jumlah staf

Input e Jumlah anggota yang terdaftar

e Jumlah buku

¢ Jumlah komputer untuk publik

e Total anggaran tahunan

e Pembelanjaan tahunan untuk stok

buku
Pengukuran ¢ Jumlah pengguna komputer
Output e Persentase pengguna yang puas

dengan layanan ini
e Jumlah pengunjung perpustakaan

Pengukuran e Persentase warga yang puas dengan
Outcome layanan
¢ Persentase penduduk yang

mengakses internet

e Persentase penduduk yang melek
huruf secara fungsional

Sumber : Bandy (2023)

10.5 Konsep Value for Money
Konsep Value for Money memegang peran fundamental
dan sering kali digambarkan sebagai inti pengukuran kinerja.
Hal ini dikarenakan konsep ini berfokus pada penilaian
penggunaan sumber daya publik. Bandy (2023) mendefinisikan
nilai uang sebagai sesuatu yang sepadan dengan uang yang
dikeluarkan untuk itu. Hal ini berarti setiap rupiah harus
dipertanggungjawabkan dengan penuh ketelitian dan
transparansi. Secara umum nilai uang di sektor publik dicirikan
oleh tiga hal berikut:
1. Ekonomis (meminimalkan biaya input);
Ekonomis membandingkan antara input seharusnya
dengan aktual. Ekonomis dalam organisasi sektor publik
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bukan hanya tentang penghematan biaya, tetapi juga tentang
memaksimalkan nilai yang dihasilkan dari setiap rupiah yang
digunakan. Hal 1ini berarti bahwa organisasi harus
meminimalkan pemborosan dan menghasilkan output yang
optimal dengan sumber daya yang tersedia.

2. Efisiensi (memaksimalkan rasio output yang dihasilkan
dari input)

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas.
Suatu organisasi, program ataupun kegiatan dapat dikatakan
efisien apabila dapat menghasilkan output tertentu dengan
input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu
mampu menghasilkan output sebesar-besarnya.

3. Efektivitas (mencapai hasil yang diharapkan)

Efektivitas bagaikan cerminan pencapaian tujuan,
menunjukkan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan.
Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan
tujuan, semakin besar kontribusi yang dibuat output
terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi,
program, atau kegiatan.

10.6 Kendala pengukuran Kinerja

Beberapa kendala pengukuran kinerja organisasi sektor
publik antara lain:

Organisasi sektor publik dan swasta memiliki tujuan
yang berbeda. Organisasi privat umumnya bertujuan untuk
memaksimalkan laba, sedangkan organisasi sektor publik tidak.
Kinerja organisasi swasta dapat diukur menggunakan rasio
keuangan, namun untuk organisasi sektor publik cukup berbeda
karena mereka tidak memiliki tujuan untuk menghasilkan laba.

Berbeda dengan organisasi swasta yang menghasilkan
produk fisik, output organisasi sektor publik umumnya berupa
layanan yang bersifat kualitatif, tidak berwujud, dan tidak
langsung dirasakan. Sifat abstrak ini membuat pengukuran
kinerja organisasi sektor publik menjadi lebih kompleks dan
menantang.
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Pada pusat biaya diskresioner seperti organisasi sektor
publik, hubungan antara input (biaya) dan output tidak selalu
langsung terhubung. Hal ini dikarenakan sebagian besar biaya
yang dikeluarkan, seperti biaya kebijakan, bersifat tidak terukur
dan sulit dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Selain itu,
kepuasan publik adalah tujuan utama. Mengingat heterogenitas
masyarakat yang dilayani dengan kebutuhan dan harapan yang
beragam, mengukur kepuasan mereka menjadi tantangan
tersendiri.
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